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ABSTRAK

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA LAHAN TERNAK
(Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan,
Purbalingga)”

MARGARETA PAMUNGKAS
NIM. 1817301026

Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Dalam memperluas usaha ternaknya kelompok ternak margo lestari
melakukan penyewaan lahan/tanah. Kelompok ternak Margo Lestari menyewa
tanah kepada pemilik tanah dengan luas yang berbeda-beda setiap sewa tanahnya
untuk digunakan dalam kegiatan usaha ternak ayam pedaging. Pada praktiknya
kelompok ternak Margo Lestari tidak menetapkan harga secara pasti, karena
kelompok ternak dengan pemilik tanah sepakat untuk menjadikan kotoran ayam
sebagai upah dari sewa tanah yang dibayarkan setiap panen. Dengan demikian
upah pada praktik sewa menyewa ini, tidak memiliki nilai harta yang jelas, karena
dalam bentuk kotoran ayam, dimana termasuk dalam barang najis. Dengan dasar
itu maka peneliti perlu membahas dan mengkajinya dalam sebuah penelitian yang
mendalam terkait praktik sewa-menyewa tersebut dalam Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dengan langsung
mencari informasi kepada informan untuk mengumpulkan informasi dengan
teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara dan observasi.
Sumber data primer yang digunakan berupa informan dari kelompok ternak
Margo Lestari dan pemilik lahan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik sewa menyewa lahan
peternakan yang dilakukan oleh kelompok ternak Margo Lestari dengan pemilik
lahan menggunakan sistem pengupahan bayar setiap panen dengan menggunakan
kotoran ayam. Adapun ditinjau hukum Islam bahwa keabsahan upah berupa
kotoran ayam yang memiliki sifat najis menimbulkan perbedaan pendapat.
Keabsahan pengupahan ini dapat digiyaskan dengan akad jual beli. Menurut
ulama Syafiiyah kotoran ayam boleh untuk dimanfaatkan, tetapi tidak boleh
diperrjual-belikan. Sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan jual beli kotoran-
kotoran hewan tersebut, karena ada unsur manfaat di dalamnya. Selain itu bahwa
kadar upah berupa kotoran ayam memliki ketidakjelasan jumlahnya, dimana
pendapatan upah setiap panennya berbeda-beda, walaupun bedanya tidak terlalu
jauh, namun hal itu tetap mengandung garar. Dalam konteks hukum Islam, akad
yang mengandung garar dapat dianggap tidak sah. Dengan demikian upah dari
praktik sewa lahan ternak pada kelompok ternak Margo Lestari batal demi hukum,
sebab tidak memenuhi syarat pengupahan secara sempurna.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sewa Menyewa, Kelompok Ternak, Kotoran Ayam
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ABSTRACT

“ISLAMIC LAW REVIEW ON LIVESTOCK LAND RENTAL (Case Study
on Margo Lestari Livestock Group, Kedarpan Village, Purbalingga)”

MARGARETA PAMUNGKAS
NIM. 1817301026

Department of Islamic Economic and Constitutional Law, Islamic Economic
Law Study Program, Faculty of Sharia
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

In expanding its livestock business, the Margo Lestari livestock group
leases land/land. The Margo Lestari livestock group leases land to landowners
with different areas each land lease to be used in broiler farming business
activities. In practice, the Margo Lestari livestock group does not set a definite
price, because the livestock group and the landowner agree to make chicken
manure as a wage from the land rent paid every time the harvest is harvested.
Thus, the wages in this practice of renting do not have a clear property value,
because it is in the form of chicken manure, which is included in unclean goods.
On that basis, researchers need to discuss and study it in an in-depth study related
to the practice of renting in Islamic Law.

This research is a field research that directly seeks information from
informants to collect information with data collection techniques used, including
interviews and observations. The primary data sources used were informants from
sustainable margo livestock groups and land owners.

The results of the study show that the practice of renting livestock land
carried out by the Margo Lestari livestock group with the landowner uses a wage
system paid for each harvest using chicken manure. In terms of Islamic law, the
validity of wages in the form of chicken manure which has an impure nature gives
rise to differences of opinion. The validity of this wage can be likened to a sale
and purchase agreement. According to Shafi'i scholars, chicken manure may be
used, but it may not be traded. Meanwhile, Hanafiyah scholars allow the sale and
purchase of animal waste, because there is an element of benefit in it. In addition,
the level of wages in the form of chicken manure has an unclear amount, where
the income from each harvest is different, although the difference is not too far,
but it still contains garar. In the context of Islamic law, a contract containing garar
can be considered invalid. Thus, the wages from the practice of renting livestock
land in the Margo Lestari livestock group are null and void, because they do not
meet the wage requirements perfectly.

Keywords: Islamic Law, Lease, Livestock Group, Chicken Manure
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Ulama fikih menyepakati hukum asal dari transaksi muamalah adalah
diperbolehkan atau mubah, selama belum ada hukum yang melarangnya.
Dengan dasar itu kita tidak boleh menyatakan suatu transaksi dilarang selama
belum ditemukan nas yang sahih melarang transaksi tersebut. Transaksi
apapun hukum dasarnya halal selama belum ada nas yang menyatakan
haram.! Muamalah telah diatur sedemikian rupa sehingga dalam praktiknya
tidak menimbulkan = kerugian bagi masing-masing pihak. Untuk
meminimalisir terjadinya kerugian maka hukum Islam telah mengatur
mengenai prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika ‘menunaikan akad
muamalah antara lain yaitu prinsip ibadah, prinsip kejujuran atau amanah,
prinsip bahwa perjanjian yang disepakati bersama sifathnya mengikat, prinsip
kebebasan berkontrak serta prinsip keadilan.? Sewa meyewa termasuk dalam
kelompok muamalah.®

Adanya perjanjian sewa dapat menjadi sumber pendapatan bagi
mereka yang menyewakan barang. Dalam konteks ini, pihak yang menyewa
objek, ialah pengusaha atau kelompok tertentu yang berkedudukan sebagai

produsen, sedangkan pihak yang menyewakan dapat berupa orang pribadi,

1 Muhammad Maksum dan Hasan Ali, Dasar —Dasar Fikih Muamalah (Banten: CV.
Dwicitra Grafindo, 2019) him.11-12.

2 Sa’adah Yuliana dkk, Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Figh Muamalah
(Yogyakarta: ldea Press Yogyakarta, 2017), him. 13.

3Akhmad Farroh Hasan, Figh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan
Praktek) (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), him. 49.



konsumen, badan hukum yang menikmati objek tersebut. Tujuan sewa hanya
untuk memberikan penyewa hak akses atau manfaar. Sehingga hak milik yang
dialihkan oleh pemilik objek sewa kepada penyewa tidak dapat menjadi objek
dengan status kepemilikan. Dengan kata lain, objek sewa dapat berupa objek
yang berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pakai dan lain-
lain.* Oleh karena itu di dalam perjanjian sewa-menyewa yang terpenting
yaitu hak perorangan dan bukanlah hak kebendaan.

Sewa menyewa dalam Islam merupakan bentuk kegiatan ekonomi
yang memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan manusia, kegiatan sewa
menyewa ini sudah banyak dipraktikan oleh masyarakat. Kegiatan sewa
menyewa ini dilakukan oleh dua pihak atau lebih, baik perorangan maupun
kelompok dengan cara memanfaatkan manfaat objek sewa, yang kemudian
akan adanya imbalan berupa harta yang memiliki nilai yang jelas.® Islam
mengenalnya dengan akad 7jarah. Akad 7jarah merupakan suatu jenis akad
terhadap suatu manfaat yang diketahui, dengan maksud tertentu, dapat
dipindah tangankan, hukumnya mubah, disertai kompensasi yang diketahui.®

Akad jjarah menurut Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-
MUI/1X/2017, merupakan akad sewa antara pihak yang memberikan sewa
dengan pihak penyewa atau antara penyewa dengan pihak pemberi jasa untuk

mengalihkan manfaat baik manfaat barang maupun jasa. Objek dari 7jarah

4Lilik Erliani, “Jangka Waktu Sewa-Menyewa (/jarah) Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Pasal 1579 Dan Hukum Islam”, Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 2 no. 1, 2022, him
65. https://journal.staialmaarifwaykanan.ac.id diakses 10 November 2023.

5 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2017). him.
82.

® Abdurrahman al-Jazuri, Fikih Empat Madzhab, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2015), IV: 155.



tidak sebatas barang tetapi juga berupa jasa. Jadi akad jjiarah yang menjadi
kesepakatan akan menimbulkan akibat hukum baik dari tujuan akad itu
sendiri maupun hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. AMu’jir
berkewajiban menyerahkan barang atau manfaat atas barang tersebut dan
berhak untuk mendapat upah. Ajir berkewajiban memberikan jasa atau tenaga
dan berhak mendapatkan upah atas jasa atau tenaga yang diberikan. Mustajir
berkewajiban memberikan upah dan berhak mendapatkan manfaat dari barang
atau jasa yang disewa.’

Upah atau uang sewa harus dilakukan dengan akad dan
penyerahannya dilakukan setelah selesai pemanfaatan objek sewa atau
selesainya pekerjaan, kecuali saat disyaratkan pembayaran dilakukan pada
saat transaksi.> Menurut madzhab Hanafi, imbalan atau upah tidak berhak
dimiliki hanya dengan akad. Boleh disyaratkan untuk upah diberikan diawal
atau bahkan ditangguhkan. Ketika tidak ada kesepakatan pada saat akad
mengenai waktu pembayaran akan ditangguhkan atau didahulukan dan
apabila dihubungkan dengan masa tertentu maka upah dibayarkan ketika
waktu tersebut berakhir. Sedangkan menurut imam Malik apabila tidak ada
yang mensyaratkan mengenai pemberian upah akan diserahkan diawal atau
ditangguhkan maka pemberian upah dilaksanakan secara berangsur-angsur
sesuai kemanfaatan yang didapat. Menurut imam Syafi’i dan Ahmad imbalan

atau upah bersifat tunai yang dimiliki melalui akad dan menjadi hak pemilik

7 Salinan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad 7jarah
& Abu Azam Al Hadi, Fikih, him. 84.



barang dengan cara penyerahan kepada pihak penyewa.® Jumhur ulama
sepakat bahwa ujrah harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan
akad, selain itu wujrah dari akad sewa menyewa ini harus berupa harta yang
memiliki nilai yang jelas.!® Salah satu objek sewa yang sudah tidak asing lagi
yaitu adanya sewa lahan berupa tanah. Sewa lahan dilakukan dalam berbagai
kegiatan seperti kegiatan pertanian, peternakan dan lain sebagainya.

Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam
kegiatan ekonomi. Atas dasar itu, Islam melarang kapemilikan absolut atas
tanah. Seseorang yang memiliki tanah tidak boleh menelantarkannya karena
merupakan faktor produksi. Dalam pengolahan tanah, pemilik tanah tidak
selalu bisa mengolahnya sendiri karena alasan keahlian atau alasan lainnya.
Dalam hal ini, ia bisa menyerahkan tanahnya pada orang lain baik dengan
sistem sewa atau dengan sistem bagi hasil.}* Sewa tanah merupakan hal yang
masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada ulama yang
membolehkan sewa tanah dengan uang, ada yang melarangnya dan
membolehkan muzara’ah dan ada yang melarang sewa tanah dalam bentuk
apapun tidak dengan uang ataupun muzara’ah. Menurut Ilbnu Hazm
Menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, baik untuk pertanian,
bangunan, atau untuk sesuatu yang lain, demikian juga dari segi waktu, baik
untuk jangka pendek, lama dan juga tidak boleh menyewakan dengan dinar

maupun dirham dan lainnya. Bila hal ini terjadi, hukum sewa menyewa batal

® Imam Nawawi, 4 Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, terj. Ahmad, et.al, XIX: 613.
10Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah (Bandung: Simbiosa

Rekatama Media, 2017), him. 23.

45,

1Abd al-Rahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam (Jawa Timur: al-1zzah, 2001), him.



selama-lamanya. Kecuali mengikuti sistem berikut ini: “tidak boleh dilakukan
kecuali penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil produksi atau kerja sama
penanaman. Jika terdapat bangunan pada tanah itu, banyak atau sedikit,
bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak
masuk dalam penyewaan sama sekali.!2

Salah satu praktik sewa menyewa yang terjadi di masyarakat adalah
praktik sewa menyewa tanah di Desa Kedarpan. Desa Kedarpan ini
merupakan salah satu desa terletak di wilayah Kabupaten Purbalingga yang
mayoritas masyarakatnya memiliki ternak ayam jenis broiler atau pedaging.
Ternak ayam tersebut dikelola oleh kelompok masyarakat yang
mengatasnamakan kelompok ternak Margo Lestari. Dalam memperluas usaha
ternaknya kelompok ternak ini melakukan penyewaan lahan/tanah. Dimana
kelompok ini merupakan sekumpulan orang yang sedang melakukan kegiatan
usaha dalam bidang peternakan, dengan itu kelompok ini membutuhkan tanah
untuk membangun usahanya itu. Dalam menunjang usahanya, kelompok ini
mencari tanah dari orang/masyarakat yang dapat disewakan. Dalam
praktiknya kelompok ternak margo lestari ini melakukan perjanjian sewa
lahan dengan pemilik tanah. Kelompok ternak Margo Lestari menyewa tanah
kepada pemilik tanah dengan luas yang berbeda-beda setiap sewa tanahnya,
rata-rata kelompok ternak margo lestari ini menyewa tanah seluas 115 m?
(seratus lima belas meter persegi) dan rata-rata luas tanah keseluruhannya

sekitar 600 m? (enam ratus meter persegi) untuk digunakan dalam kegiatan

12 |bnu Hazm, al-Muhalla (Syiria: al-Muniriyyah,1350 H), Juz 8, him.190.



usahanya, berupa ternak ayam pedaging. Dari luas lahan yang digunakan
untuk mendirikan kandang, setiap kandangnya rata-rata berkapasitas 2000
ekor ayam. Pembuatan akad disini menentukan kesepakatan mengenai waktu,
harga dan sistem pembayaran.'® Waktu yang disepakati dalam sewa menyewa
berkisar 1-3 tahun, karena menurut mereka dalam waktu selama itu usaha
ternak ayam ini sudah mendapatkan keuntungan yang cukup. Karena dalam
usaha ternak ayam ini tidak hanya ayamnya yang diperhitungkan, akan tetapi
peternak ayam juga harus mempertimbangkan kebutuhan untuk penunjang
usahanya, seperti kandang ayam dan sarananya. Hal itu untuk menghindari
kerugian, karena kelompok ternak Margo Lestari hanya menyewa tanahnya,
artinya segala kebutuhan penunjang harus disiapkan oleh kelompok ternak
tersebut. Dengan demikian apabila sewa itu dilakukan hanya 1-2 bulan, itu
merugikan kelompok ternak. Usaha ternak ayam ini bisa menghasilkan
keuntungan dalam waktu 2 bulan setiap panennya. Ketentuan waktu sewanya
bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan. Untuk harga dan
sistem pembayaran sewanya, kelompok ternak margo lestari tidak
menetapkan harga secara pasti, karena kelompok ternak dengan pemilik tanah
sepakat untuk menjadikan kotoran ayam sebagai upah dari sewa tanah yang
dibayarkan setiap kali panen.'*

Dalam pemanfaatan tanah sewa ini pemilik tanah juga menegaskan

bahwa kelompok ternak Margo Lestari dibolehkan untuk memanfaatkannya

13 Hasil Wawancara Dengan Bapak Tono Selaku Ketua Kelompok Ternak Mergo Lestari
Pada 10 November 2023.

14 Hasil Wawancara Dengan Bapak Tono Selaku Ketua Kelompok Ternak Mergo Lestari
Pada 20 Desember 2023.



kapanpun selama masih produktif yang berdasarkan kesepakatan. Adapun
untuk harga sewa dan sistem pembayarannya, kelompok ternak Margo Lestari
ini memberikan harga sewa dalam bentuk hak kepemilikan kotoran ayam.
Kotoran ayam yang dihasilkan dalam setiap kali panen dari 2000 ekor ayam
rata-rata 100 karung perkandang.’® Jadi kotoran ayamnya diserahkan
sepenuhnya kepada pemilik tanah untuk dijadikan pupuk atau dijual kembali.
Masalah ini menarik karena menjadikan sesuatu yang najis menjadi
alat tukar atau sebagai alat pembayaran, baik jual beli atau pengupahan.
Padahal Jumhur ulama sepakat bahwa ujrah harus diketahui oleh kedua belah
pihak yang melakukan akad, selain itu ujrah dari akad sewa menyewa ini
harus berupa harta yang memiliki nilai yang jelas.*® Dengan demikian pada
praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh kelompok ternak Margo Lestari
dengan pemilik tanah, tidak memiliki nilai harta yang jelas, karena dalam
bentuk sesuatu yang belum pasti nilainya yaitu berupa kotoran ayam, apalagi
kotoran ayam termasuk dalam barang najis. Fokus kajian peneliti ialah pada
pandangan hukum Islam terhadap sewa menyewa dengan sistem pembayaran
menggunakan kotoran ayam. Dengan dasar itu maka peneliti perlu membahas
dan mengkajinya dalam sebuah penelitian yang mendalam terkait praktik
sewa-menyewa tersebut dalam Hukum Islam, yang akan dituangkan dalam
sebuah karya tulis dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa

Lahan Ternak (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa

Kedarpan, Purbalingga).

15 Hasil Wawancara Dengan Bapak Zaka Selaku Pemilik Lahan Pada 11 November 2023
16 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih, him. 23.



B. Def

inisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dengan istilah-istilah yang digunakan

dalam penelitian ini sehingga menimbulkan kekeliruan dalam memahami

beberapa istilah pokok yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis

berasumsi perlu untuk memberikan batasan pada istilah penting dalam

penelitian ini, yaitu:

1.

Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan daya upaya para ahli hukum untuk
menetapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat. Hukum Islam adalah
seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul,
tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan di yakini mengikat
semua yang beragama Islam.!” secara umumnya bertumpu pada dua
kategorisasi Hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah.® Hukum Islam
dalam penelitian ini akan menjadi pedoman dalam memberikan status
hukum pada praktik sewa lahan ternak yang terjadi pada kelompok ternak
Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga dengan pemilik tanah atau
lahan yang akan dijadikan objek sewa. Hukum Islam ini akan
dispesifikasikan kepada ijarah. Ijarah ialah transaksi sewa-menyewa yang
mendasari penggunaan atau manfaat dari suatu aset atau jasa dalam jangka

waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa yang telah disepakati.

him. 41.

him. 1-2.

7' M. Hasbi Assidiqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002),

18 Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam (Bandar Lampung: t.p, 2015),



2. Sewa Lahan Ternak
Sewa-menyewa menurut hukum Islam itu diartikan sebagai suatu
jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.t®
Sedangkan lahan, identik dengan suatu tempat berupa tanah. Tanah adalah
kulit bumi tempat tumbuhan hidup. Tanah juga mempunyai arti bagian
kerak bumi yg tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital
peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung
kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai
penopang akar.? Bagi kegiatan ekonomi tanah juga bisa menjadi objek
akad, salah satunya objek akad dalam sewa menyewa lahan ternak. Sewa
menyewa tanah ini sudah ada sebelum zaman Rasulullah SAW. Sewa
menyewa tanah dalam hukum perjanjian Islam dapat dibenarkan baik
tanah yaitu untuk perternakan atau untuk pertapakan bangunan dan
lainnya.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Praktik Sewa Lahan Ternak Pada Kelompok Ternak Margo
Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Ternak

Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga?

19 Chairuman Pasaribu dan Puhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him. 52.

20 Sabir Maidin dan Rifka Tunnisa, “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan (Studi
Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam),” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab, vol.
2no. 1, 2020, him. 33. https://journal.uin-alauddin.ac.id diakses 10 November 2023.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui mekanisme serta ketentuan dalam Praktik Praktik Sewa
Lahan Ternak Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan,
Purbalingga.

b. Mengetahui sekaligus meninjau bahwa praktik sewa lahan ternak pada
Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga sesuai
atau tidak dengan ketentuan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian
a. Secara Praktis
Memberikan kontribusi keilmuan sebagai kaum akademisi atau
memberikan pemahaman dengan hasil penelitian ini tentang hukum
Islam dalam praktik sewa lahan ternak pada Kelompok Ternak Margo
Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga. serta penulis berharap penelitian
ini akan memberikan manfaat dan kesadaran kepada masyarakat dalam
menjalankan praktik jual beli semacam itu.

b. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu dan menambah
wawasan mengenai hukum Islam dalam praktik sewa lahan ternak
pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga
dalam kehidupan masyarakat, penelitian ini juga diharapkan dapat
dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi pihak

yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
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E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan memperoleh gambaran masalah yang akan diteliti
dengan beberapa penelitian terdahulu sebagai pertimbangan, yaitu:

Pertama, skripsi dari Tri Murniasih dengan judul Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Di Pantai Purwahamba Indah
Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal yang membahas mengenai bagaimana
praktik perjanjian sewa menyewa lahan di pantai purwahamba Indah dan
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Dengan hasil
penelitian menunjukan bahwa Sewa-menyewa yang dilakukan di Pantai
Purwahamba Indah yang dalam hal ini yaitu akad 7jarah. Dalam praktinya
sewa menyewa ini dilakukan oleh pedagang di Pantai Purwahamba Indah
dengan dinas pariwisata. Sewa menyewa yang dilakukan antara pedagang
dengan Dinas Pariwisata dalam perspektif hukum Islam akad 7jarah tidak sah
karena tidak memenuhi salah satu rukun ziarah yaitu objek akad iiarah yang
mana lahan tersebut adalah lahan yang tidak sesuai dengan perizinan oleh
dinas pariwisata. Yaitu adanya penambahan lahan yang dilakukan oleh
pedagang yang mana hal tersebut melakukan pelanggaran. Hal tersebut sudah
dinyatakan pada surat perjanjian jika terjadi pelanggaran maka akan dilakukan
pencabutan surat izin. Tetapi dalam praktiknya petugas dinas pariwisata belum
dapat melaksanakan ketentuan hal tersebut.?® Isi skripsi tersebut berbeda
dengan skripsi penulis, yang berfokus pada objek akad berupa penambahan

lahan yang dilakukan oleh pedagang yang mana hal tersebut melakukan

2L Tri Murniasih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Di
Pantai Purwahamba Indah Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal”, Skripsi (Purwokerto: UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri, 2023). https://repository.uinsaizu.ac.id diakses 11 November 2023.
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pelanggaran, sedangkan skripsi penulis fokus pada pembayaran objek akad
dalam praktik sewa menyewa.

Kedua, skripsi dari Marwatul Hajar dengan judul Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil
Panen Di Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok
Timur yang membahas mengenai permasalahan sewa menyewa yang dibayar
berdasarkan hasil panen dalam pandangan hukum Islam. Adapun hasil
penelitiannya menunjukan bahwa pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan
oleh kedua belah pihak tidak memenuhi syarat-syarat ujrah dalam iiarah.
Dengan memperhitungkan bagian ujrah dalam bentuk persentase, yaitu 40%
dari hasil panen yang tidak pasti diketahui banyaknya. Jadi menurut hukum
Islam akad tersebut fasid atau rusak.?? Isi skripsi tersebut walaupun ada
kesamaan, yaitu dalam sistem pembayarannya, namun memilik perbedaan
dengan skripsi penulis, yang berfokus pada sistem pengupahan atau
pembayaran sewa dengan menggunakan metode persentase sedangkan skripsi
penulis fokus pada sistem pembayaran yang menggunakan kotoran ayam.

Ketiga, skripsi dari Agnestia Biduh Hamilanda dengan judul Tinjauan
Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam (Studi
Kasus Di Pasar Malam Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.
Yang menjelaskan adanya perubahan harga yang terjadi di pasar malam di

Desa Suru yang merupakan penyewa yang menambah lapak untuk tempat

22 Marwatul Hajar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian
Dengan Pembayaran Hasil Panen Di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten
Lombok Timur”, skripsi (Mataram: UIN Mataram, 2020). https://repository.uinmataram.ac.id
diakses 11 November 2023.



13

permainan saja sedangkan penyewa lainnya yang tidak menambah lapangan
lapak untuk permainan tidak mengalami perubahan harga. Perubahan harga
yang terjadi pada penyewa yang menambah lapangan untuk tempat permainan
tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, karena hal tersebut melanggar
salah satu syarat sah jjarah. Perubahan harga tersebut terdapat ketidakrelaan
dari pihak yang menambah harga tersebut terjadi secara sepihak dan dilakukan
secara terpaksa di tengah berlangsungnya transaksi sewa menyewa.
Sedangkan perbedaan harga yang terjadi di pasar malam tersebut sudah sesuai
dan sudah memenuhi penetapan harga oleh hukum Islam. Sewa-menyewa
lapak tersebut sudah sesuai dengan penetapan harga yaitu sesuai konsep
penetapan harga oleh pemerintah yang adil dalam Islam, sehingga hukumnya
diperbolehkan.?® Isi skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis, yang
berfokus pada objek akad berupa penambahan lapangan untuk tempat
permainan saja sedangkan penyewa lainnya yang tidak menambah lapangan
lapak untuk permainan tidak mengalami perubahan harga, sedangkan skripsi
penulis fokus pada pembayaran objek akad dalam praktik sewa menyewa.
Keempat, jurnal dari Hendi Suardana dan Irvan Iswandi dengan judul
praktik sewa sawah sistem bayar panen perspektif hukum positif dan hukum
islam yang membahas masalah sistem bayar sewa yang dibayar setelah panen
dalam hukum Islam. dengan hasil menunjukan bahwa Menurut pandangan

hukum Islam, praktek sewa menyewa sawah di Blok Nambo sudah memenubhi

23 Agnestia Biduh hamilanda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa
Lapak Pasar Malam (Studi Kasus Di Pasar Malam Desa Suru Kecamatan Sooko kabupaten
Ponorogo)”, skripsi (Ponorogo: Institute Agama Islam  Negeri Ponorogo, 2021).
https://repository.iainponorogo.ac.id diakses 11 November 2023.
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rukun dan syarat kaidah-kaidah hukum Islam maupun Fatwa Dewan Syariah
Nasional No. 44/DSNMUI/VII/2004. Dalam prakteknya sewa menyewa
sawah saling menguntungkan dan saling membantu kedua belah pihak.* Isi
skripsi tersebut walaupun ada kesamaan, yaitu dalam sistem pembayarannya
setelah panen, namun memilik perbedaan dengan skripsi penulis, yang
berfokus pada sistem pengupahan atau pembayaran sewa dengan
menggunakan metode yarnen dan lebih pada syarat-syarat akadnya sedangkan
skripsi penulis fokus pada sistem pembayaran yang menggunakan kotoran
ayam.
F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan suatu kerangka hasil dari
sebuah penelitian, dengan ini kerangka skripsi memiliki 5 bab, hal ini
dilakukan agara komponen kerangka yang terbentuk bisa terkoneksi secara
maksimal. Sederhananya skripsi yang berjumlah 5 bab ini merangkai secara
detail riset yang hendak dilakukan.

Bab pertama ini merupakan bagian pendahuluan yang dimaksudkan
untuk memberikan gambaran atau gambaran umum tentang penelitian yang
telah dilakukan, memberikan latar belakang masalah, definisi operasional,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan landasan teori dan pandangan secara umum

atas praktik sewa menyewa lahan ternak, dalam Islam termasuk kedalam akad

2 Hendi Suardana dan Irvan Iswandi, “Praktik Sewa Sawah Sistem Bayar Panen
(Yarnen) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Jurnal Penelitian Multidisiplin limu,
Vol.1 No.3, Oktober 2022. https://melatijournal.com/ diakses 11 November 2023.
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Ljarah, penulis menguraikan pandangan umum terakait judul yang meliputi:
pengertian J7jarah, dasar hukum Ijarah, rukun-rukun ijarah, sSyarat-syarat
jjarah, macam-macam ijarah. Pengertian wjrah, ujrah harus bernilai dan
diketahui, bentuk ujrah, sebab wajibnya pembayaran ujrah, pembayaran ujrah
dan cara penentuan ujrah. Termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad ijarah.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang digunakan oleh penulis
dalam penelitiannya, yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data,
subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis
data yang digunakan.

Bab keempat merupakan penyajian data dari hasil penelitian lapangan
seperti gambaran umum kelompok ternak Margo Lestari Desa Kedarpan,
Purbalingga, praktik sewa lahan ternak pada kelompok ternak Margo Lestari
dengan pemilik lahan/tanah yang berisi tentang proses transaksi sewa lahan
yang dilakukan oleh kelompok ternak Margo Lestari Desa Kedarpan,
Purbalingga dengan pemilik lahan/tanah. Bab ini juga merupakan bab yang
paling penting karena dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana
praktik sewa lahan ternak pada kelompok ternak Margo Lestari Desa
Kedarpan, Purbalingga dalam tinjauan hukum Islam dengan merujuk pada
teori-teori dari konsep sewa menyewa dalam hukum Islam, sehingga akan
ditemukan sebuah hasil atau kesimpulan terkait praktik sewa lahan tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari

pembahasan sebelumnya dan saran. Kesimpulan diambil dari data-data analis.
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pada bab ini merupakan penutup. Bab ini merupakan hasil analisis yang
bersifat faktual karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Serta saran yang

dimaksudkan sebagai masukan untuk penelitian ini.



BAB 11
TINJAUAN UMUM AKAD IJARAH
A. ljarah
1. Definisi Jjarah
Kata sjarah dalam struktur bahasa Arab adalah bentuk masdar dari

Kata ajara yu’ziru ‘jjaran yang mengandung makna imbalan, seperti dalam
pernyataan  ista’jara ar-rajulu  ar-rajula yang maksud seseorang
memperkerjakan seseorang dengan memberi upah tertentu. Dalam kamus
Lisan Arab, ijarah berarti al-jaza’ala al-‘amal yang berarti upah atas suatu
pekerjaan. dengan mendasarkan pada trerminologi kebahasaan ini tergambar
bahwa akad 7jarah mengandaikan adanya relasi dua pihak, yaitu pekerja
(buruh) dan pihak yang memperkerjakan (majikan) yang objeknya adalah jasa
dengan kompensasi berupa upah atas pekerjaan tersebut.?®
1. Imam Hanafi mendefinisikan akad ijarah sebagai berikut:

Akad ijarah adalah suatu akad yang memberikan faidah pada pemilik

manfaat yang jelas dari suatu benda yang disewakan dengan imbalan

tertentu.
2. Imam Malik ibn Anas:

Akad ijarah adalah suatu akad yang memberikan pengertian kepemilikian

atas manfaat yang dibolehkan (oleh syarat) untuk suatu masa yang jelas

dengan suatu imbalan tertentu.

% Ridwan, Figih Perburuhan (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 44-45.

17
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3. Imam as-Syafi’l mendefinisikan akad 7jarah sebagai berikut:

Akad Jjjarah adalah akad atas manfaat yang diketahui secara jelas,
mempunyai tujuan tertentu,memungkinkan untuk diserah terimakan dan
terdapat upah yang jelas.

4. Imam Ahmad ibn Hambal mendefinisikan akad 7jarah sebagai berikut:
Akad ijarah adalah akad atas sesuatu yang diperbolehkan (objeknnya)
yang diektahui dengan jelas, bias diambil (upahnya) secara bertahap dan
jelas dengan imbalan yang jelas.?

Dari berbagai macam rumusan definisi di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa ijarah adalah suatu akad ataupun perjanjian berkaitan
dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan jasa dari manusia
dalam waktu tertentu diseratai dengan imbalan atas pekerjaan atau perbuatan
yang telah dilakukanya.?’

Sedangkan terminologi fikih, ulama fikih (fugaha) memberikan
batasan terminologi atas akad ijarah yang berbeda-beda redaksinya,walaupun
mengarah kepada pada substansi yang sama. Berberapa definisi ijarah antara
lain sebagai berikut:ljarah berasal dari kata a/-ajru artinya ganti, upah atau
menjual manfaat. Transaksi 77arah identik dengan jual beli, tetapi dalam ijarah
pemilik dibatasi dengan waktu. sedangkan secara istilah ia mengatakan
bahwa Jjarah adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa

dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti

% Abdurrahman al-Jazuri, Fikih Empat Madzhab, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka
al-Kautsar, 2015), 1V: 150.-157.
27 Ridwan, Figih Perburuhan, hlm. 44-45.
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dengan pemindahan hak pemilik atas barang.?® ketika satu pihak dengan
pihak yang lain dari harta yang bergerak selain binatang dan kapal maka
untuk mendapatkan imbalan disebut a/-ijarah.?®

2. Dasar Hukum ljarah

Akad rjarah sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam penukaran
manfaat/jasa secara normatfe-yuridis mempunyai sandaran yang kuat. adapun
landasan dari akad ijaraah adalah al-Quran, al- Hadis, dan ijma para ulama.
Disamping itu banyak sisi lain yang bias dijadikan sebagai legitimasi yuridis
dari akad ini, yaitu yaitu pertimbangan- pertimbangan yang bersifat
rasionalitas dan juga pembenaraan historis bahwa akad ini ada dan
berkembang sesuai dengan perkembangan pola piker manusia.

Akad Jjjarah merupakan bagian dari akad jual beli yang unsur
pentingnya adalah manfaat. sedangangkan hukum kebolehanya adalah ijma
ulama yang mendasar pada kisah nabi syuaib yang mengangkat buruh Nabi
Musa. beberapa ayat al-Quran menjadi dasar legalitas akad ijarah. seperti
halnya tercantum dalam surat Al- Bagarah ayat 233:
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28 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), hlm. 185.
2 Rahaman I Do, Muamalah Syariah 111 (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996), him. 41.
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dan jika anakmu ingin disusukan kepada orang lain, maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut,
bertaqwalah kepada Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.30

Berkatalah dia (Syu’aib): “ sesungguhnyaa aku akan menikahkan
kamu dengan salah seorang dengan salah seorang dari kedua anakku
ini,atas dasar kamu pernah bekerja denganku delapan tahun dan jika
kamu cukup sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari
kamu, maka aku tidak akan memberati kamu. dan kamu insyaallah
akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.3!

Dalam menyalurkan pembiayaan ijarah, Undang-Undang Perbankan
Syariah memberikan penjelasaan bahwa yang dimaksud dengan akad ijarah
adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau barang
atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahaan
kepemilikan barang itu sendiri. Fatwa DSN No0.09/-MUI/IVV/2020 tentang
Pembiayaan 7jarah memberikan akad ijarah yaitu akad pemindahaan hak guna
(manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaraan sewa
(ujrah), tanpa diikuti dengan pemindaha kepemilikan barang itu sendiri.®?

3. Rukun Jjarah

Rukun dari akad Zjarah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu :

1) pelaku akad, yaitu Musta’jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa
asset, dan Mu jir/Mua’jir (pemilik) adalah pihak yang menyewakan

asset.

30 Ridwan, Figih Perburuhan, hlm. 46-47.

31 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), hlm. 186.

32 Masduqi, Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam (Semarang: RaSAIL Media
Group, 2019), hlm. 229.
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2) Objek akad, yaitu ma ’jur (asset yang disewakan), dan wujrah (harga sewa).
3) Sigat,yaitu ijab dan kabul.
4. Syarat [jarah

Syarat yang harus terpenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi,
dan yang pokok adalah:

1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh asset yang disewakan harus
tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

2) Kepemilikan asset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab
atas pemeliharaanya sehingga asset tersebut terus dapat memberi manfaat
kepada penyewa.

3) Akad iFjarah diberihentikan pada saat asset yang bersangkutan berhenti
memberi manfaat kepad penyewa.

4) Asset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan
sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila asset akan dijual,
harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.>?

Sedangkan dalam bukunya Masduqgi ada beberapa syarat yang
tercermin dari berbagai pandangan imam madzhab, perbedaan imam madzhab
tersebut bias menjadi refrensi dalam menjalankan akad 7jarah tersebut.

Syarat akad 7jarah dikaitkan dengan beberapa rukunya diantaranya:

1. Syarat yang berkaitan dengan aqid (pihak yang berakad/mu ’jir dan

musta ajir:

33 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.
101.
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a. Menurut Madzhab Imam Syafi’l dan Hambali, kedua orang yang
berakad sudah berakal baligh, sementara menurut Madzhab Hanafi
dan Maliki, orang yang berakad cukup dengan batas mumayyiz
dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan
Syafi’iyah memasuki persyaratan pada aqid termasuk rusyd. Yaitu
mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan
kredibili-kredibilitasnya. Maka, menurut Imam Syafi’l dan Hambali
seseorang anak kecil yang baligh, bahkan Imam Syafi’l
menambahkan sebelum rusyd tidak dapat melakukan ijarah. Berbeda
dengan kedua imam tersebut.Imam Abu Hanifah membolehkan
asalkan dia sudah mumayyiz dan atas seizing orang tuanya.

b. Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang
yang sedang melakukan akad 7jarah berada pada posisi bebas
berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak
oleh siapapun.

2. Syarat Ma’qud Alaih (Objek Sewa)

a. Objek sewa bisa diserah terimakan; artinya barang sewaan tersebut
adalah sah mujir (orang yang menyewakan) dan jika musta ’jir
(orang yang menyewa) meminta barang itu sewaktu-waktu mu jir
dapat menyerahkan pada waktu tertentu.

b. Mempunyai nilai manfaat menurut syara’, manfaat yang menjadi
objek ijarah diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan

waktu manfaat ada ditangan penyewa. Berkaitan dengan “waktu
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manfaat”, ada beberapa pandangan. Menurut Imam Syafi’l, waktu
manfaat atas barang sewaan harus jelas dan tidak menimbulkan
tafsir. ia mencontohkan; “apabila seseorang menyewa sebuah rumah
satu tahun dengan akad per bulan, maka transaksi sewa tersebut
mengalami ketidakjelasan. Oleh sebab itu,untuk keabsahannya akad
tersebut harus diulang setiap bulan. Berbeda dengan Imam Syafi’l,
Jumhur Ulama’ berpendapat lebih menekankan pada aspek kejadian
rilinya. Maka, akad diatas dianggap sah dan mengikat dibulan
pertama setelah dilakukan pembayaran. Sedangkan bulan berikutnya,
jika terjadi pembayaran dianggap sah meski tanpa ada akad lagi.
Upah diketahui oleh kedua belah pihak (mu jir dan musta jir).
. Objek ijarah dapat diserahkan dan tidak cacat. Jika terjadi cacat,
ulama fikih sepakat bahwa penyewa memilki hak khiyar (memilih)
untuk melanjutkan atau membatalkanya.
Objek 7jarah adalah sesuatu yang dihalalkan dengan syara’.
Objek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal menyewa untuk
melaksanakan sholat. Ada perbedaan pendapat tentang menyewa
muadzin, menjadi imam shalat, mengajarkan al-Qur’an dan lain-lain:
1) Madzhab Hanbali dan Hanafi tidak boleh menyewa orang untuk
muadzin,Imam shalat,mengajarkan al-Qur’an dan lain-lain;
sebab hal tersebut menjadi sebuah bentuk pekerjaan yang taat,
dan terhadap pekerjaan taat seseorang tidak boleh menerima

gaji,berdasarkan riwayat Amr Bin Ash: “Apabila salah seorang
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diantara kamu dijadikan muadzin, maka janganlah kamu
meminta upah atas adzan tersebut”.

2) Madzhab Maliki dan Syafi’i: Boleh menerima gaji dalam
mengajarkan al-Qur’an, karena pekerjaaan mengajarkan al-
Qur’an adalah pekerjaan yang jelas. Berdasarkan sabda
Rasulullah yang menjadikan hafalan al-Qur’an sebagai mahar
biasanya berbentuk harta Meskipun demikian madzhab Syafi’l
tidak membolehkan menggaji orang untuk imam shalat.

3) Seluruh Ulama’ fikih sepakat membolehkan menerima gaji dari
mengajarkan berbagai disiplin ilmu (termasuk ilmu agama),
sebab merupakan fardu kifayah.

4) Madzhab Hanafi: tidak boleh mengambil upah dari
penyelenggara shalat jenazah, karena hal tersebut merupakan
kewajiban bagi orang muslim; sementara jumhur ulama’
membolehkanya karena menyolatkan jenazah merupakan
kewajiban kolektif.>*

5. Macam- Macam [jarah
Akad 7jarah dilihat dari segi objeknya, ternagi menjadi dua:
a. ljarahyang bersifat manfaat
ljarah yang bersifat manfaat seperti halnya sewa menyewa
ruko,took, kendaraan, dan lain sebagainya.

b. ljarahyang bersifat pekerjaan

34 Masduqi, Fikih Muamalah Ekonomi, hlm. 233-235.
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ljarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara
memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. ljarah seperti
ini diperbolehkan seperti buruh bangunan,tukang jahit, tukang sepatu
dan kemudian disebut dengan ijarah yang bersifat kelompok
(musytarak). Demikian juga kemungkinan ijarah bersifat individual
seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun atau satpam.*®
adapun dalam konteks pembahasan ini peneliti memberikan beberapa
gambaran terkait macam- macam buruh beserta kepastian hak
kewajiban antara buruh dan majikan (pemlik lahan). Buruh Khusus
adalah orang disewa dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan
pekerjaan. seorang buruh menyerahkan dirinya kepada majikan untuk
melakukan suatu pekerjaan pada waktu tertentu. Selama masa kerjas
sesuai dengan waktu yang disepakati, pekerja ini tidak boleh bekerja
pada orang lain.

Apabila pihak penyewa membatalkan kontrak sewanya seblum
berakhirnya masa kontrak, maka ia berhak mendapatkan imbalan
penuh, kecuali pembatalan tersebut mendasasrkan kepada alas an-
alasan yang dapat dibenarkan oleh syara’. Tetapi jika pembatalan
tersebut mendasarkan pada alasan-alasan syar’l, maka ia mendapat
upah sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Buruh Musytarak adalah
orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, dimana mereka secara

bersama-sama memanfatkan, seperti tukang jahit, tukang kayu,tukang

35 Ridwan, Figih Perburuhan (Purwokerto: STAIN Press, 2007), him. 57-58.
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kebun. Buruh Musytarak hanya memperoleh upah sesuai apa yang
mereka Kkerjakan saja. Segala sesuatu resiko yang timbul akibat
kelalaianya dalam melakukan pekerjaanya sepenuhnya menjadi
tanggung jawab buruh.®
6. Jenis-Jenis Jjarah
Menurut berbagai imam madzhab,jumhur ulama memilki beberapa
keterkaitan mengenai kesesuaian jenis-jenis zjarah, namun dalam hal ini
pembagian jeni-jenis fjarah, peneliti akan mengambil jenis-jenis ijarah
secara umum.
a. [ljarah ‘amal
Digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan
membayar upah atas jasa yang diperoleh. penggunaan jasa disebut
musta’jir dan pekerja disebut ajir, dan upah yang dibayarkan disebut
ujrah. Dalam bahasa Inggris dari ujrah adalah fee.%’
b. ZLjarah A’in
ljarah a’in adalah akad J7jarah dengan obyek berupa jasa
dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah
ditentukan secara sepesifik. Seperti menyewa jasa pengajar yang telah
ditentukan orangnya. menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan
mobilnya,dll. Dengan demikian istilah ‘ain dalam konteks ini bukan
‘ain yang menjadi lawan kata manfa’ah, tetapi ‘ain yang menjadi

lawan kata zimmah. Dalam kontrak ijarah a’in apabila terdapat cacat

36 Ridwan, Figih Perburuhan, hlm. 59.
3"Masduqi, Fikih Muamalah Ekonomi, hlm. 239.
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pada objek ijarah yang bisa mempengaruhi ujrah, maka musta jir
memiliki khiyar antara membatalakan 7jarah atau melanjutkan.
Sedangkan apabila objek mengalami kerusakan ditengah kontrak,
maka akad ijarah menjadi batal. Sebab objek akad ijarah yang
mengalami kerusakan telah ditentukan, sehingga pihak mu’ajir tidak
memilki tanggungan untuk menggantinya dengan objek lain.*® ljarah
‘ain ialah jenis ijarah yang berkaitan dengan penyewaan aset dengan
tujuan mengambil manfaat dari asset itu tanpa harus memindahkan
kepemilikan dari asset itu. Dengan kata lain yang dipindahkan hanya
manfaat.*
C. [ljarah Muntahiyyah Bi at-Tamlik

Dalam akad 7jarah juga dikenal dengan akad /Zjarah al-
Muntahiyyah bi at-Tamliik (sewa beli). Akad ini sekilas sama dengan
ijarah yang tanpa mengenal waktu. Musta jir sama-sama dapat
mempergunakan objek sewa untuk selamanya. Akan tetapi keduanya
terdapat perbedaan. Perbedaan antara keduanya ada pada akad yang
dilakukan diawal perjanjian. Akad /Jjarah al-Muntahiyyah bi at-
Tamlik adalah sejenis perpaduan antara akad jual beli dan akad sewa,
atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan
penyewa atas barang yang disewa yang diakhiri dengan penyewa atas

barang yang disewa melalui akad yang dilaksanakan kedua belah

38 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Figh Muamalah (Kediri, Lirboyo Press, 2013), hlm.
287.
3 Masduqi, Fikih Muamalah Ekonomi, hlm. 239.
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pihak.® Pilihan untuk menjual barang diakhiri masa sewa biasanya
diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa
relative kecil.*
7. Unsur-unsur yang merusak akad Zjarah
Hal- hal yang dapat merusak atau berakhirnya akad 7jarah
a. Menurut ulama Hanafi, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya
salah seseorang yang melangsungkan akad, sedangkan ahli waris tidak
memilki hak untuk merusakanya. Adapun menurut jumhur ulama,
ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan.
b. Pembatalan akad
c. Terjadinya kerusakan pada yang disewa. Akan tetapi menurut ulama
lainnya kerusakaan pada barang sewaan tidak mengakibtakan
habisnya ijarah,tetapi diganti selagi masih dapat diganti.
d. Habis waktu kecuali kalo ada udzur.*?
8. Hikmah akad Zjarah
Hikmah adanya akad 7jarah ialah kita dapat membantu satu sama
lain dalam perihal perekonomian,pertanian,pembangunan dengan
membayar upah jasa,barang atau benda yang menjadi salah satu objek dari
akad ijarah. disisi yang lain mampu memberikan efektivitas waktu,tenaga

dan pikiran dalam menjalankan roda perekonomian.

40 Yazid Afandi, Figih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah
(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hIm. 189.

4 Masduqi, Fikih Muamalah Ekonomi, him. 240.

4 Rachmat Syafe’l,, Figih Muamalah (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm. 137
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B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor
112/DSN-MUI/1X/2017 Tentang Akad Jjarah

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:*®

1. Akad jjarah adalah akad sewa antara mujir dengan musta’jir atau antara
musta’jir dengan ajir untuk mempertukarkan manfaat dan wjrah, baik
manfaat barang maupun jasa.

2. Mu’jir (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik
mu’jir yang berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon)
maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun
tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/
rechtsperson).

3. Mustajir adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat
barang) dalam akad ijarah ‘ala al-a'yvan atau penerima jasa dalam akad
ijarah 'ala al a'mal/ ijarah 'ala al-asykhash, baik musta'jir berupa orang
(Syakhshiyah  thabi'iyah/  natuurlifke  persoon) maupun Yyang
dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/
rechtsperson).

4. Ajir adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad 7jarah ‘ala al a'mal/
ijarah 'ala al-asykhash, baik ajir berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/

natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik

43 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/1X/2017, him. 3.
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berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/
syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson).

Manta'ah adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan
pekerjaan (jasa) ajir.

Mahall al-manfa’ah adalah barang sewa/barang yang dijadikan media
untuk mewujudkan manfaat dalam akad 7jarah ‘ala al-a'yan.

ljarah 'ala al-a'yan adalah akad sewa atas manfaat barang.

ljarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al a'mal adalah akad sewa atas jasa/
pekerjaan orang.

ljarah muntahiyyah bi al-tamlik (IMBT) adalah akad 7jarah atas manfaat
barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa
kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad zjarah.

ljarah maushutah fi al-dzimmah (IMFD) adalah akad 7jarah atas manfaat
suatu barang (manfaat 'ain) dan/atau jasa (‘amal) yang pada saat akad
hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
ljarah tasyghiliyyah adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak
disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada
penyewa.

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas
suatu jasa.

Wilayah ashliyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh mujir karena

yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
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14. Wilayah niyabiyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh mu ’jir karena

yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali

atas pemilik.

Kedua : Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk Zjarah

1.

Akad ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad ijarah 'ala al-a'van
dan akad ijarah ‘ala al a'mal/ ijarah ‘ala al-asykhash.

Akad jjarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad ijarah tasyghiliyyah,
ijarah muntahiyyah bi al-tamlik (IMBT), dan ijarah maushufah fi al-

dzimmah (IMFD). 44

Ketiga  : Ketentuan terkait Sigar Akad Jjarah

1.

Akad 7jarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh
mujir/ajir dan mustajir.

Akad jjarah Dboleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan
perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Keempat : Ketentuan terkait Mujir, Musta jir dan Ajir

1.

Akad Jjarah boleh dilakukan oleh orang (Syakhshiyah thabi'iyah/
natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang baik
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/
syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson) berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

4 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/1X/2017, him. 4.
4 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/1X/2017, him. 4.
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Mu'jir, musta’jir, dan ajir wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mu’jir wajib memiliki kewenangan (wi/ayah) untuk melakukan akad
ijarah baik kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun niyabiyyah.
Mu’jir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
Musta’jir wajib memiliki kemampuan untuk membayar ujrah.

Ajirwajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan

perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.*®

Kelima : Ketentuan terkait Mahall al-Manfa'ah dalam [jarah ‘ala al-A'yan

1.

Mahall al-manfa'ah harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan
manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (mutagawwam).

Mahall al-manfa’ah sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di
serahterimakan (maqgdur al-taslim) pada saat akad atau pada waktu yang

disepakati dalam akad 7jarah maushufah fi al-dzimmah.*’

Keenam : Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa

1.

Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara
syariah (mutagawwam).

Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh mujir, musta’jir, dan ajir.
Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus

disepakati oleh mujirdan mustajir.

46 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/1X/2017, him. 4.
47 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/1X/2017, him. 5.
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4. Musta’jir dalam akad dalam ijarah 'ala al-a'yan, boleh menyewakan

kembali (a/ jjarah min al-bathin) Kkepada pihak lain, kecuali tidak
diizinkan (dilarang) oleh mu 7ir.

Mustaljir dalam akad dalam ijarah 'ala al-a'yan, tidak wajib menanggung
risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena

al-ta’addi, al-tagshir, atau mukhalatat al-syuruth. 48

Ketujuh : Ketentuan terkait ’Amal/ yang dilakukan Ajir

1.

’Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan ajir harus berupa pekerjaan
yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

’Amal yang dilakukan ajir harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran
pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.

’Amal yang dilakukan ajir harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan
tujuan akad.

Musta'jir dalam akad ijarah ‘ala al a'mal, boleh menyewakan kembali
kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh ajir atau
peraturan perundang-undangan.

Ajirtidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena
perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena al-ta’addi, al-tagshir, atau

mukhalafat as-syurut.

Kedelapan : Ketentuan terkait Ujrah

48 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/1X/2017, him. 5.
49 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/1X/2017, him. 5.
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1. Ujrah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh
dimanfaatkan menurut syariah (mutagawwam) dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Kuantitas dan/atau kualitas wujrah harus jelas, baik berupa angka nominal,
prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para
pihak yang melakukan akad.

3. Ujrah boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh
berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Ujrahyang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum
diterima oleh musta jir sesuai kesepakatan.>°

Kesembilan : Ketentuan Khusus untuk Kegiatan/Produk

1. Dalam hal akad 7jarah dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan ijarah,
berlaku dhawabith dan hudud ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa
DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/1VV2000 tentang Pembiayaan Zjarah.

2. Dalam hal akad Jjjarah dipraktikkan dalam bentuk IMBT, berlaku
dhawabith dan hudud ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-
MUI Nomor 27/DSN-MUI/111/2002 tentang ljarah al-Muntahiyyah bi at-
Tamlik.

3. Dalam hal akad 7jarah dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan multijasa,

berlaku dhawabith dan hudud ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa

%0 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/1X/2017, him. 6.
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DSN-MUI  Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004  tentang Pembiayaan
Multijasa.

4. Dalam hal akad Jjarah dipraktikkan dalam bentuk IMFD, berlaku
dhawabith dan hudud ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa Nomor
101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Jjarah al-Maushufah fi al-Dzimmah.

5. Dalam hal akad 7jarah dipraktikkan dalam bentuk IMFD Produk PPR
Inden, berlaku dhawabith dan hudud ijarah sebagaimana terdapat dalam
fatwa Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Jjarah al-Maushufah fi
al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden.>!

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisinan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih
dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.>2

51 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/1X/2017, him. 6.
52 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/1X/2017, him. 7.



BAB I
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau sering
disebut dengan field reseach. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian
ini yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung
menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.>® Penelitian kualitatif
dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh sesuai
dengan konteks, penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian.>*

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris
dimana dilakukan pengkajian hukum terhadap kejadian yang terjadi di
lapangan, supaya mengatahui status hukumnya. Penelitian deskriptif
kualitatif memiliki tujuan sebagai penggambaran penghubungan dan juga
penelaahan mengenai informasi yang diperoleh dalam bentuk tekstual
ataupun asli dan juga kontekstual dengan pemahaman materi yang tulisan
ini berguna di dalam mendapatkan kejelasan mengenai pertanyaan yang
dibahas dan kemudian dijelaskan. Penelitian kualitatif ini memiliki
komponen yang ada tiga: pertama data yang sumbernya dengan bentuk
wawancara dan observasi, kedua penelitian ini mencakup prosedur yang

dianalisis ataupun adanya interpretasi yang tidak sama pada saat

53 Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut
Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), him. 10.

%Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV
Jejak, 2018), him. 7-8.
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penggunaannya sampai ditemukannya teori, dan ketiga dalam bentuk
laporan tertulis maupun verbal dengan bersumberkan konferensi ilmiah
ataupun jurnal yang bentuknya yaitu bermacam-macam dan bergantung
dari audien dan aspek temuan yang ditunjukkan.”® Ketiga aspek yang
membuat penelitian kualitatif ini berbeda dengan model penelitian
kualitatif yaitu karena adanya 2 tujuan dari penelitian kualitatif yaitu:
pertama sebagai bentuk deskripsi dari hasil eksplorasi yang sifatnya
deskriptif sebagai bentuk gambaran dari situasi yang kompleks, dan yang
kedua sebagai penjelasan dan juga penggambaran antara fenomena dan
juga argumentasi dari orang-orang yang berpartisipasi pada penelitian.>®
Dalam hal ini penelitian dilakukan pada praktik sewa lahan ternak pada
kelompok ternak margo lestari Desa Kedarpan, Purbalingga dengan
pemilik lahan/tanah.
B. Sumber Data
a. Data Primer
Data Primer ialah data yang bersumber dari kejadian yang ada
dilapangan baik berupa data-data pokok, dokumen atau segala hal yang
menjadi kebutuhan peneliti. Dalam penelitian hukum, data primer ini
merupakan data empiris yang berasal dari lapangan® sehingga dalam
penelitian ini, sumber data primer berasal dari wawancara langsung

dengan pihak-pihak yang melakukan perjanjian sewa lahan ternak,

% Rulam Ahmadi, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakararta: t.p, 2014), him. 4.

% Johan Setiawanda dan Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV
Jejak Publisher, 2018), him. 7.

57 Ishag, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2017), him. 71.
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yakni kelompok ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga
dengan pemilik lahan/tanah. Selain itu peneliti juga melihat langsung
praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak
tersebut.
b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang memberikan penguatan
informasi kepada pengumpul informasi, dalam hal ini yaitu peneliti.
Seperti buku, dokumentasi, artikel, website, internet dan semua
informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.*®
Jonathan juga menegaskan bahwa data sekunder merupakan data yang
tidak diperoleh dari sumber primer untuk memperoleh informasi dalam
menjawab permasalahan yang diteliti.>

C. Objek dan Subjek Penelitian
a. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.
Dalam penelitian hukum yang menjadi objek dapat berwujud hukum
pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata
negara, hukum adat dan hukum Islam. Selain itu yang dapat mejadi
objek kajian dalam hukum, yaitu subjek hukum, hak dan kewajiban,
peristiwa hukum dan hubungan hukum.®® Dalam penelitian ini yang

menjadi objek penelitian adalah praktik sewa menyewa lahan/tanah

% Susiadi, Metode , him. 11.

% Jonathan Sarwono, Metode Penelitian, him. 17.

€ |Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi
(Bandung: Alfabeta, 2017),hl,. 17
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untuk ternak ayam. Lebih spesifik dalam sistem pengupahan
menggunakan kotoran ayam dari sewa menyewa lahan/tanah untuk
ternak ayam tersebut.
b. Subjek Penelitian
Subjek  penelitian merupakan sumber tempat untuk
mendapatkan keterangan langsung, keterangan tersebut guna
mendapatkan informasi untuk menjadi bahan penguatan penelitian.
Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam pada
latar penelitian yang menjadi sumber informan. Subjek penelitian juga
dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Dalam
penelitian kualitatif, pembicaraan tentang subjek penelitian berkaitan
dengan pembicaraan tentang populasi dan sampel serta teknik
sampling.®* Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian
adalah kelompok ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga
dan pemilik lahan/tanah dengan menggunakan teknik purposive
sampel. Sampel merupakan bagian atau wakil dari populasi. Penelitian
yang menggunakan sampel tidak meneliti keseluruhan populasi tetapi
hanya sebagian dari populasi yang diteliti.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data ialah teknik yang dilakukan setelah

mendapatkan hasil berupa data-data yang valid sebelum kemudian diolah

61 Rahmadi, Pengantar Metodologi, him. 61.
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menjadi sebuah hasil penelitian. Melihat karakteristik penelitian ini adalah

penelitian lapangan maka hal yang harus dilakukan ialah mendapatkan

atau mengumpulkan data-data berupa observasi dan wawancara.

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pada saat pengamatan objek dari

penelitian dilaksanakan tidak langsung maupun langsung yang
nantinya data ini akan diperolen dan akan dikumpulkan sebagai
penelitian. Secara langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui
media visual/audiovisual.®> Observasi dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian,
dimana peneliti turun langsung ke lapangan. Observasi yang dilakukan
ialah meninjau lokasi yang dijadikan sebagai objek sewa menyewa
antara pemilik lahan dan kelompok ternak Margo Lestari.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara termasuk

metode yang paling sering digunakan untuk jenis penelitian kualitatif.
Pembicaraan dalam bentuk wawancara di penelitian kualitatif memiliki
tujuan yang diawali dengan bentuk pertanyaan informal. Wawancara
pada penelitian kreatif lebih kepada percakapan dalam bentuk
pertanyaan informal ke formal.®® Wawancara menurut definisi

Esterberg ialah proses pembicaraan anatara dua orang atau lebih

62 H Syapitri dkk, Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan (Malang: Ahlimedia Press,
2021), him. 5.

83 Afiyanti dan Rachmawati, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Riset Keperawatan
(Yogyakarta: PT Raja Grafindo, 2014), him. 10.
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dalam rangka mendapatkan hasil tukar informasi dan ide melalui tanya
jawab sehingga mampu menghasilkan informasi yang diharapkan..
Interview adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan
melakukan wawancara atau tanya jawab secara tatap muka secara lisan
antara pewawancara dan dengan terwawancara untuk mendapatkan
informasi yang diperlukan dalam penelitian.®*

Wawancara dapat dilakukan secara terstuktur maupun tidak
terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara
tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur atau terbuka adalah
wawancara yang bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman
wawancara yang telah disusun secara sistematis. Peneliti hanya
menggunakan poin-poin besar permasalahan yang akan ditanyakan,
kemudian dikembangkan sesuai dengan kondisi dalam wawancara
dilapangan. Dalam wawancara tidak terstruktur, pengumpulan data
belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga
peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh
informan. Peneliti lebih banyak menempatkan diri sebagai pendengar
ketimbang sebagai penanya.®® Dalam melakukan wawancara penulis
bertatap muka secara langsung dengan informan, baik dengan
kelompok ternak Margo Lestari maupun pemilik lahan sewa.

Wawancara yang akan menjadi responden ialah berjumlah enam orang

6 Rifai Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: SUKA-Press UIN
Sunan Kalijaga, 2021), him. 67-68.

85 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian (Sulawesi Selatan:
Pusaka Almaida, 2020), him. 88.
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diantaranya Tono sebagai ketua kelompok ternak Margo Lestari,

Zaka dan Puspita sebagai pemilik Lahan yang disewakan. Disisi lain

untuk memberikan penguatan ialah melakukan wawancara kepada

anggota kelompok ternak Margo Lestari yaitu, Faizal Hamdi dan Anas.
E. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk
menyederhanakan proses penyederhanaan data ke dalam format yang
mudah dibaca dan diinterpretasikan.®® Setelah mengumpulkan data dari
data lapangan dan hasil data kepustakaan, penulis melakukan analisis
dengan menggunakan teknik statistik deskriptif. Statistik deskriptif
mengacu pada transformasi data mentah  menjadi bentuk yang
memudahkan pembaca untuk memahami dan menafsirkan data yang
disajikan.®’

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai
untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data
dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak
dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.®® Dalam hal ini meletakan konsep
atau teori hukum Islam lainnya sebagai pernyataan umum untuk
mengevaluasi kasus khusus seperti praktik sewa lahan ternak pada
kelompok ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga dengan

pemilik lahan/tanah.

6 Rahmadi, Pengantar Metodologi, him. 92.
67 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian, him. 136.
88 Rifai Abubakar, Pengantaran Metodologi, him. 121.



BAB IV
PRAKTIK SEWA LAHAN TERNAK PADA KELOMPOK TERNAK
MARGO LESTARI di DESA KEDARPAN, PURBALINGGA
A. Gambaran Umum Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan,
Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga
1. Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga
a. Letak Geografis
Desa Kedarpan adalah salah satu dari tiga belas (13) desa di
wilayah Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa
Tengah. Sebagian besar luas wilayah Desa Kedarpan merupakan lahan
kering yang dimanfaatkan sebagai Pemukiman/pekarangan dengan luas
67.1 Ha, Tegalan/perkebunan dengan luas 138.1 Ha, dan Lain-lain denagan
luas 19.1 Ha. Wilayah ini memiliki ketinggian 190 mdpl dengan titik
koordinat garis lintang 70 38’67,30 dan garis bujur 109052°12,79, desa
kedarpan sendiri berbatasan dengan :
1) Bagian Utara berbatasan langsung dengan Desa Panunggalan, Kec
Pengadegan, Kabupaten Purbalingga.
2) Bagian Selatan berbatasan langsung dengan Desa Langgar, Kecamatan
Kejobong, Kabupaten Purbalingga.
3) Bagian Timur berbatasan langsung dengan Desa Nangkod, Kecamatan
Kejobong, Kabupaten Purbalingga.
4) Bagian Barat berbatasan langsung dengan Desa Kejobong, Kecamatan

Kejobong, Kabupaten Purbalingga.
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Secara administratif wilayah kedarpan terbagi dalam lima (3)
Dusun, lima (5) Rukun Warga dan sebelas (11) Rukun Tetangga.
Penduduk Desa Kedarpan pada tahun 2024 berjumlah 2.430 jiwa dengan
jumlah laki-laki sebanyak 1.235 jiwa dan perempuan sebanyak 1.195 jiwa.
. SOTK Pemerintah Desa Kedarpan

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor
15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa, Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kedarpan terdiri atas:

1) Kepala Desa : 1 orang (Jumono,S.H)
2) Sekretaris Desa : 1 orang (Mano,S.H)
3) Kepala Seksi . 3 orang
- Kasi Pemerintahan . Slamet Mujiono

- Kasi Pelayanan . Timbul Setiono

4)

- Kasi Kesra
Kepala Urusan

- Kaur TU dan Umum

: Supirno
: 3 orang

: Isnaenti Adita

- Kaur Perencanaan . Sutaryo
- Kaur Keuangan . Sarmin
5) Kepala Dusun . 3 orang
- Kadus I . Pengadaan
- Kadus Il . Abdul Rohman Rojingun
- Kadus I . Wilujeng Dedi Wiliyanto

6)

Daftar Kades yang Pernah Menjabat di DesaTimbang
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c. Pendidikan
Kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah cukup meluas di
Desa Kedarpan. Didukung dengan keberadaan lembaga pendidikan yang
terdapat di Desa Kedarpan. Desa Kedarpan ini, terdapat PAUD 2 unit
(Ananda & Azahra Kedarpan), TK 2 unit ( Pertiwi 1 & 2 Kedarpan) dan
SD 2 unit ( SD 1 & 2 Kedarpan). Sarana pendidikan di desa ini cukup
baik dan memadai.
d. Ekonomi
Ekonomi  merupakan faktor utama untuk menunjukkan
kesejahteraan dari sebuah wilayah. Desa Kedarpan memiliki pusat
perekonomian berbentuk pasar desa yang berfungsi sebagai pemenuhan
kebutuhan warga, selain itu terdapat beberapa kios-kios kecil sebagai
alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari hari warga.
e. Keagamaan
Ada 5 buahMasjid, yaitu Masjid Al Hidayah 1, Masjid Al Hidayah
2, Masjid Al Wasilah, Masjid Miftahul Jannah dan Masjid Al Ikhlas.
Selain Masjid ada 13 Mushola.

f. Kesehatan

1) Bidan Desa : 1 orang (Novi Supriyatiningsih)
2) TPKD (Naping) : 1 orang (Dena Putri Yonda)
3) Pendamping KB . 26 orang

4) FKD : 1 orang
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2. Kelompok Ternak Margo Lestari

Kelompok Ternak Margo Lestari didirikan pada tahun 2020 di
Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Jawa
Tengah atas inisiasi beberapa orang masyarakat. Kelompok ini terbilang
baru, belum banyak berkembang. Kelompok ini hadir sebab
masyarakatnya memiliki ternak ayam jenis broiler atau pedaging. Ternak
ayam tersebut dikelola oleh kelompok ternak Margo Lestari untuk
menjangkau kesejahteraan.

Kelompok ternak Margo Lestari ini mempunyai visi misi yang
jelas dalam mengelola peternakan, khususnya ayam. Keberadaan visi dan
misi dalam sebuah organisasi sangatlah penting untuk mewujudkan tujuan
bersama yang diinginkan. Dengan adanya Visi dan Misi sebuah organisasi
akan lebih mudah mewujudkan tata kelola organisasinya menjadi lebih
tertata dan tidak menyimpang dari tujuan awal yang telah disepakati.
Seperti halnya kelompok ternak ini. Kelompok ini memiliki visi untuk
menjadikan bisnis peternakan ayam yang bermanfaat secara luas, edukatif,
komprehensif dan berkelanjutan dengan potensi lokal. Visi tersebut
mereka topang dengan langkah startegis dalam bentuk misi, berupa
mewujudkan peternakan yang menyenangkan dengan menghasilkan nilai
ekonomis dan kebermanfaatan bagi pelaku, usaha ternak dan masyarakat,
menjadi tempat eduwisata untuk memberikan pendidikan kepada

Masyarakat dan mengembangkan usaha peternakan yang berkelanjutan.
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Kelompok ternak ini memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk ikut berpartisipasi, baik dalam keanggotaan maupun dalam hal
lainnya yang menunjang kegiatan kelompok ternak ini. Misalnya dalam
pengadaan tanah untuk lahan peternakannya. Sebab Dalam memperluas
usaha ternaknya kelompok ternak ini perlu masyarakat untuk menyewa
lahan/tanah. Dalam menunjang usahanya, kelompok ini mencari tanah dari
orang/masyarakat yang dapat disewakan. Kelompok ternak Margo Lestari
menyewa tanah kepada pemilik tanah dengan luas yang berbeda-beda
setiap sewa tanahnya, rata-rata menyewa tanah dengan luas 115 m? dan
rata-rata luas tanah keseluruhannya sekitar 600 m?.

Selain kelompok ternak Margo Lestari di Desa Kedarpan juga
terdapat Kelompok Tani Ternak (KTT) Ngudi Dadi yang didirikan pada
tahun 2000 di Dusun Paduraksa Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong
Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah atas inisiasi beberapa orang
masyarakat dan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Ngudi Dadi yang
berarti nguri wuri ngantos dadi memiliki makna yang cukup mendalam
yaitu bekerja sama melestarikan sampai berhasil. Ngudi dadi yang berarti
nguri uri sampun dadi mempuyai makna yang cukup mendalam yaitu
bekerja keras sampai berhasil. Masyarakat yang tergabung dalam Ngudi
Dadi umumnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani, mereka
mengusahakan beberapa komoditi pertanian seperti singkong, ubi,lada,

kopi dll. Disela sela kegiatan mereka diselingi dengan kegiatan beternak.
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Usaha peternakan merupakan sub sektor pembangunan ekonomi
pada masyarakat pedesaan khususnya di desa Kedarpan, kelompok usaha
ternak “Ngudi Dadi Farm” merupakan salah satu bentuk dari pendidikan
non formal yang dibentuk guna menjembatani masyarakat dalam
memperoleh suatu pengetahuan dan pengalaman melalui kelompok usaha
ternak. Dalam melakukan usahanya kelompok ini mempunyai sistem yang
mumpuni baik organisasi maupun pengelolaannya. Usaha kelompok
Ngudi Dadi Farm mempunyai beberapa strategi—strategi khusus yang
diterapkan agar masyarakat khususnya desa Kedarpan yang membutuhkan
bantuan dari segi pendapatan bisa terbantu dan terus berkembang dengan
baik. Salah satunya vyaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap
masyarakat mengenai progam-progam usaha ternak. Dengan demikian
penulis menyimpulkan bahwa kelompok ternak sudah mandiri dari segala
hal.

Sebagaimana hasil observasi dan wawancara bahwa alasan utama
penulis lebih tertarik dengan kelompok ternak Margo Lestari, sebab
kelompok ini merupakan kelompok ternak yang terbilang baru, namun
mempunyai cara yang berbeda dalam menjalankan usahanya dibanding
dengan kelompok lain yang lebih berpengalaman dibidang peternakan.
Selain itu masalah kerjasama dengan mengajak masyarakat untuk ikut
berkontribusi dalam usahanya tanpa menjadi anggota itu juga cukup
menarik, sebab memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan

bersama. Walaupun pada praktiknya tidak begitu baik. Salah satunya
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dalam mengikat kerjasama sewa menyewa lahan untuk peternakan dengan
imbalan berupa kotoran ayam. Dimana kotoran ayam ini kadarnya tidak
menentu setiap kali panen, selain tidak menentu waktu mendapatkan
imbalannya pun terbilang lama.
B. Praktik Sewa Lahan Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa
Kedarpan, Purbalingga.
1. Latar belakang sewa lahan ternak Kelompok Ternak Margo Lestari

Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam
kegiatan ekonomi. Atas dasar itu, seseorang yang memiliki tanah tidak
boleh menelantarkannya karena merupakan faktor produksi. Dalam
pengolahan tanah, pemilik tanah tidak selalu bisa mengolahnya sendiri
karena alasan keahlian atau alasan lainnya.?® Dalam hal ini, ia bisa
menyerahkan tanahnya pada orang lain baik dengan sistem sewa atau
dengan sistem bagi hasil.

Sewa menyewa merupakan salah satu kegiatan tolong menolong
dimana terdapat pihak penyewa dan pihak yang memiliki barang sewaan
atau jasa yang disewakan dimana terdapat upah sebagai imbalan atas apa
yang disewakan. Pada dasarnya sewa menyewa merupakan penukaran
manfaat barang yang sudah jelas wujudnya tanpa diikuti dengan
perpindahan kepemilikan dari barang tersebut.”® Salah satu praktik sewa

menyewa yang terjadi di masyarakat adalah sewa lahan di Desa Kedarpan.

89Abd al-Rahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, him. 45.
0 Adiwarma, A. karim, Bank Islam, Analisis Figh dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2010) cet. 7, him. 137.
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Desa Kedarpan ini merupakan salah satu desa terletak di wilayah
Kabupaten Purbalingga yang mayoritas masyarakatnya memiliki ternak
ayam jenis broiler atau pedaging. Ternak ayam tersebut dikelola oleh
kelompok masyarakat yang mengatasnamakan kelompok Margo Lestari.
Dalam memperluas usaha ternaknya kelompok ternak ini melakukan
penyewaan lahan/tanah. Dimana kelompok ini merupakan sekumpulan
orang yang sedang melakukan kegiatan usaha dalam bidang peternakan,
dengan itu kelompok ini membutuhkan tanah untuk membangun usahanya
itu. Dalam menunjang usahanya, kelompok ini mencari tanah dari
orang/masyarakat yang dapat disewakan.” Dalam praktiknya kelompok
ternak Margo Lestari ini melakukan perjanjian sewa lahan dengan pemilik
tanah karena kebanyakan masyarakatnya memiliki lahan tersebut. Akan
tetapi, meskipun banyak dari mereka yang mempunyai lahan, namun lahan
tersebut nganggur karena mereka sudah tidak mampu dan atau tidak
memiliki keahlian untuk mengelola lahan yang dimilikinya. Sehingga
mereka menyewakannya kepada orang lain agar tanah tersebut tidak sia-
sia disamping itu juga mereka tetap bisa menambah penghasilan dari hasil
sewa menyewa lahan tersebut.”?

Kelompok ternak Margo Lestari menyewa tanah kepada pemilik
tanah dengan luas yang berbeda-beda setiap sewa tanahnya, rata-rata
kelompok ternak margo lestari ini menyewa tanah seluas 115 m? (seratus

lima belas meter persegi) dan rata-rata luas tanah keseluruhannya sekitar

1 Hasil Wawancara Dengan Bapak Tono Selaku Ketua Kelompok Ternak Margo Lestari
Pada 10 November 2023.
2 Hasil Wawancara Dengan Bapak Zaka Selaku Pemilik Lahan, pada 11 November 2023.
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600 m? (enam ratus meter persegi) untuk digunakan dalam kegiatan
usahanya, berupa ternak ayam pedaging. Dari luas lahan yang digunakan
untuk mendirikan kandang, setiap kandangnya rata-rata berkapasitas 2000
ekor ayam. Pembuatan akad disini menentukan kesepakatan mengenai
waktu, harga dan sistem pembayaran.” Sewa lahan untuk ternak ayam
yang terjadi di Desa Kedarpan merupakan suatu perjanjian sewa terhadap
manfaat suatu lahan untuk diambil manfaatnya.

Waktu yang disepakati dalam sewa menyewa berkisar 1-3 tahun,
karena menurut mereka dalam waktu selama itu usaha ternak ayam ini
sudah mendapatkan keuntungan yang cukup. Karena dalam usaha ternak
ayam ini tidak hanya ayamnya yang diperhitungkan, akan tetapi peternak
ayam juga harus mempertimbangkan kebutuhan untuk penunjang
usahanya, seperti kandang ayam dan sarananya. Hal itu untuk menghindari
kerugian, karena kelompok ternak margo lestari hanya menyewa tanahnya,
artinya segala kebutuhan penunjang harus disiapkan oleh kelompok ternak
tersebut. Dengan demikian apabila sewa itu dilakukan hanya 1-2 bulan, itu
merugikan kelompok ternak. Usaha ternak ayam ini bisa menghasilkan
keuntungan dalam waktu 2 bulan setiap panennya. Ketentuan waktu
sewanya bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan.’

Dari segi perjanjian lahan tanah yang digunakan oleh kelompok

ternak Margo Lestari adalah hanya secara lisan dan tanpa adanya saksi,

7 Hasil Wawancara Dengan Bapak Tono Selaku Ketua Kelompok Ternak Margo Lestari
Pada 10 November 2023.

74 Hasil Wawancara Dengan Bapak Tono Selaku Ketua Kelompok Ternak Margo Lestari
Pada 20 Desember 2023.
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sebab karena menggunakan sistem kepercayaan dan adanya hubungan
kekeluargaan maupun tetangga sendiri antara pihak penyewa dengan
pemilik lahan. Jadi yang melaksanakan perjanjian ini hanya pemilik lahan
dan kelompok ternak Margo Lestari selaku penyewa. Perjanjian dalam
praktik sewa menyewa lahan secara lisan menggunakan dua versi yaitu:
dari pihak penyewa lahan yang mendatangi pemilik lahan, menawarkan
diri untuk mengelola lahannya dengan tujuan tempat untuk mencetak bata
dengan perjanjian sewa menyewa. Sebaliknya, dari pihak pemilik lahan
mendatangi pihak = penyewa untuk mengelola lahannya. Dalam
pemanfaatan tanah sewa ini pemilik tanah juga menegaskan bahwa
kelompok ternak Margo Lestari dibolehkan untuk memanfaatkannya
kapanpun selama masih produktif yang berdasarkan kesepakatan. >
2. Penentuan Harga dan Sistem Pembayaran Sewa

Sewa lahan tanah ini dengan pembayaran saat ternak ayam sudah
panen, initerjadi karena pihak penyewa tidak memiliki modal lebih untuk
membayar upah lahan dan hanya memiliki modal untuk biaya pengelolaan
lahan untuk usaha ayam tersebut. Sehingga penyewa meminta solusi
pembayaran saat panen kepada pemilik lahan dan pihaknya menyetujui
kesepakatan tersebut. Perjanjian sewa menyewa lahan untuk ternak ayam
ini menguntungkan keduanya. Untuk itu perlu bagi keduanya menetapkan
harga dan sistem pembayaran, agar keduanya mendapatkan hak yang

sama.

> Hasil observasi pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Kecamatan
Kejobong, Purbalingga, Pada 2 Januari 2024.
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Kelompok ternak Margo Lestari dan pemilik lahan tidak
menetapkan harga secara pasti, karena kelompok ternak dengan pemilik
tanah sepakat untuk menjadikan kotoran ayam sebagai upah dari sewa
tanah. Adapun untuk sistem pembayarannya kelompok ternak itu akan
membayarnya setiap kali panen. Adapun untuk harga sewa dan sistem
pembayarannya, kelompok ternak margo lestari ini memberikan harga
sewa dalam bentuk hak kepemilikan kotoran ayam. Kotoran ayam yang
dihasilkan dalam setiap kali panen dari 2000 ekor ayam rata-rata 100
karung perkandang.”® Jadi kotoran ayamnya diserahkan sepenuhnya
kepada pemilik tanah untuk dijadikan pupuk atau dijual kembali.

Dengan demikian pada praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh
kelompok ternak Margo Lestari dengan pemilik tanah, tidak memiliki nilai
harta yang jelas, karena dalam bentuk sesuatu yang belum pasti nilainya yaitu
berupa kotoran ayam, apalagi kotoran ayam termasuk dalam barang najis.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Ternak Pada
Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga

Hukum Islam merupakan hukum yang memberikan harapan hidup
kepada semua orang. Harapan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia
maupun di akhirat. Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan
manusia, baik individu maupun kelompok. Dalam hubungannya dengan diri
sendiri, orang lain, lingkungan dan Tuhannya.”” Hukum Islam dalam ini

penelitian ini akan menjadi pedoman dalam memberikan status hukum pada

6 Hasil Wawancara Dengan Bapak Zaka Selaku Pemilik Lahan Pada 11 November 2023
77Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, [Imu Hukum Islam, him. 6-8.



54

praktik sewa lahan ternak yang terjadi pada kelompok ternak margo lestari
desa kedarpan, Purbalingga dengan pemilik tanah atau lahan yang akan
dijadikan objek sewa. Hukum Islam ini akan di spesifikasikan kepada ijarah.
ljarah ialah transaksi sewa-menyewa yang mendasari penggunaan atau
manfaat dari suatu aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan
pembayaran sewa yang telah disepakati.

Sewa menyewa dalam Islam merupakan bentuk kegiatan ekonomi
yang memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan manusia, kegiatan sewa
menyewa ini sudah banyak dipraktikan oleh masyarakat. Kegiatan sewa
menyewa ini dilakukan oleh dua pihak atau lebih, baik perorangan maupun
kelompok dengan cara memanfaatkan manfaat objek sewa, yang kemudian
akan adanya imbalan berupa harta yang memiliki nilai yang jelas.’”® Islam
mengenalnya dengan akad ziarah. Akad Jjarah merupakan suatu jenis akad
terhadap suatu manfaat yang diketahui, dengan maksud tertentu, dapat
dipindah tangankan, hukumnya mubah, disertai kompensasi yang diketahui.”

Adanya perjanjian sewa dapat menjadi sumber pendapatan bagi
mereka yang menyewakan barang. Dalam konteks ini, pihak yang menyewa
objek, ialah kelompok tertentu yang berkedudukan sebagai produsen,
sedangkan pihak yang menyewakan dapat berupa orang pribadi, konsumen,
badan hukum yang menikmati objek tersebut. Tujuan sewa hanya untuk

memberikan penyewa hak akses atau manfaat. Sehingga hak milik yang

82.

8 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2017), him.

9 Abdurrahman al-Jazuri, Fikih Empat Madzhab. terj. Arif Munanda.( Jakarta: Pustaka

al-Kautsar, 2015), him. IV: 155.
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dialihkan oleh pemilik objek sewa kepada penyewa tidak dapat menjadi objek
dengan status kepemilikan. Dengan kata lain, objek sewa dapat berupa objek
yang berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pakai dan lain-
lain.8 Oleh karena itu dalam perjanjian sewa yang terpenting yaitu hak
perorangan dan bukanlah hak kebendaan.

Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/1X/2017 menegaskan bahwa
akad sewa antara pihak yang memberikan sewa dengan pihak penyewa atau
antara penyewa dengan pihak pemberi jasa untuk mengalihkan manfaat baik
manfaat barang maupun jasa. Objek dari 7jarah tidak sebatas barang tetapi
juga berupa jasa. Jadi akad Jiarah yang menjadi kesepakatan akan
menimbulkan akibat hukum baik dari tujuan akad itu sendiri maupun hak dan
kewajiban bagi kedua belah pihak. Mu’jir berkewajiban menyerahkan barang
atau manfaat atas barang tersebut dan berhak untuk mendapat upah. Ajir
berkewajiban memberikan jasa atau tenaga dan berhak mendapatkan upah atas
jasa atau tenaga yang diberikan. Mustajir berkewajiban memberikan upah dan
berhak mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang disewa.®! Begitu pula
dalam kerja sama sewa menyewa kelompok ternak Margo Lestari sebagai
mustajir dengan masyarakat pemilik lahan sebagai mu’jir. Dalam praktiknya
kelompok ternak Margo Lestari ini melakukan perjanjian sewa lahan dengan
pemilik tanah karena kebanyakan masyarakatnya memiliki lahan tersebut,
akan tetapi tidak digunakan untuk kegiatan apapun. Dalam pemanfaatan tanah

sewa ini pemilik tanah menyerahkan sepenuhnya untuk memanfaatkan

80Lilik Erliani, “Jangka Waktu Sewa-Menyewa, hlm 65.
81 Salinan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad ijarah
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kapanpun selama masih produktif yang berdasarkan kesepakatan. Adapun
upah yang diberikan dalam bentuk hak kepemilikan kotoran ayam

Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai hubungan
muamalah Kkhususnya praktik akad 7jarah. Dasar hukum dipebolehkannya
ijarah terdapat dalam al-Qur’an, hadist, ijma’ dan juga qiyas. Dalam
melaksanakan praktik akad ijarah harus sesuai aturan syariat Islam. menurut
mayoritas kalangan ulama bahwa rukun dari 7jarah ada empat, yaitu: dua
pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), ijab kabul, upah dan manfaat
barang atau jasa.®? Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dari ijarah
adalah ijab dan kabul dengan menggunakan kalimat a/-ijarah, al-isti’jar, al-
iktira’ dan al-ikra®® Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun dari
akad jjarah ada empat yaitu: dua orang yang berakad, sigat (ijab dan kabul),
upah (ujrah) dan nilai manfaat.* Penulis mengambil dari mayoritas Ulama
bahwa rukun dari akad jjarah ada 4, yaitu ‘Agidain (penyewa dan pemilik
sewa), sigat (ijab dan kabul), upah (ujrah) dan nilai manfaat dengan syarat:
1. “Agidain (pemilik sewa dan penyewa)

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat dari orang yang
melakukan akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa
seseorang yang akan melakukan akad tidak harus baligh, namun cukup
mumayyiz saja, tetapi disyaratkan harus dengan persetujuan atau

tergantung pada izin walinya. Sementara untuk ulama Syafi’iyah dan

8 Abdul Rahman Ghazali, et.al, Figh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2012), him. 278.

8 Mestika Diah dan Ficha Melina, “Praktik Sewa Menyewa sawah Perspektif Ekonomi
Islam”, Islamic Business and Finance, vol. 3, no. 2, 2022, him. 102-125.

8 Abdul Rahman Ghazali, et.al, Figh Muamalat, him. 278.
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Hanabilah bahwa pihak yang melakukan akad harus baligh dan juga
berakal. Karena kecakapan yang menjadi unsur utama maka kedewasaan
menjadi syarat dalam akad. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila
apabila melakukan akad 7jarah, menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah
akad yang tercipta tidak sah.®® ‘dgid adalah para pihak yang akan
melakukan transaksi. Ulama fikih membagikan persyaratan atau kriteria
yang harus dipenuhi oleh ‘agid, yakni ia harus memiliki ahliyah dan
wilayah.

a. Cakap hukum (ahliyyah al-wujib wa al-ada’) baik dari segi usia
maupun memiliki kemampuan untuk membedakan benar dan salah
serta tidak terlarang melakukan perbuatan hukum baik karena gila,
idiot, mabuk, tidur, dungu-boros, atau bangkrut. dalam KHES Pasal 2
disebutkm bahwa kriteria cakap hukum bagi seseorang untuk
melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling
rendah 18 tahun atau pernah menikah.

b. Memiliki kewenangan untuk melakukan akad baik kewenangan
asliyyah (wilayah asliyyah contohnya pihak penjual aset karena
sebagai pemilik aset tersebut) maupun kewenangan niyabiyyah
(wilayah niyabiyyah contohnya pihak penjual benda karena mendapat

kuasa dari pemiliknya untuk menjual benda tersebut). &

8 Wahbah az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V:
389.

8 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah (Bandung: Simbiosa
Rekatama Media. 2017), him. 92.
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Dalam praktiknya pada perjanjian yang dilakukan oleh pemilik
lahan dengan kelompok ternak Margo Lestari Desa Kedarpan,
Purbalingga, keduanya berdasarkan ketentuan ‘agidain telah termasuk
cakap hukum, baik dari segi usia maupun kemampuan untuk membedakan
benar dan salah, yang artinya tidak gila ataupun dibawah pengampuan. Hal
itu tercermin pada kepemilikan tanah bagi pemilik sewa. Adapun bagi
penyewa, yaitu kelompok ternak, dapat dilihat pada awal pembuatan
kelompok ternak ini yang diinisiasi oleh pemuda desa Kedarpan yang
sudah mempunyai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka
kelompok ternak dapat dikategorikan sudah cakap hukum. Dengan
demikian keduanya dapat melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini
melaksanakan perjanjian sewa lahan (ahliyyah al-wujib wa al-ada’).
Dalam perjanjian sewa lahan ini kedua belah pihak memilik kewenangan
masing-masing baik wilayah asliyyah maupun wilayah niyabiyyah, dari
pihak pemilik lahan mendapatkan hak upah, sedangkan kelompok ternak
Margo Lestari Desa Kedarpan memiliki wewenang untuk memanfaatkan
lahannya atas dasar perjanjian diawal, sehingga memiliki hak dan
wewenang atas transaksi dari objek akad berupa lahan tersebut.

Sigat berupa ijab dan kabul
Sigat diartikan sebagai pernyataan pihak-pihak yang berakad dan

dalam hal ini dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul. ljab yang memiliki



59

makna 7ltizam (mewajibkan diri sendiri) dan isbar (menetapkan).t’
Sedangkan kabul memiliki makna zasdig (membenarkan atau mengiakan),
talaggi (jumpa atau mempertemukan), dan mengambil, yaitu menerima
atau menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak pertama.®

Ulama fikih menjelaskan berbagai cara yang digunakan dalam
suatu akad. Cara pertama adalah melalui perkataan, merupakan cara yang
didasarkan untuk mengungkapkan kemauan yang terpendam, hal itu bisa
dijalankan dengan segala perkataan yang menunjukan rasa saling ridha
dan sesuai kebiasaan atau menurut adat setempat, karena inti yang paling
utama dalam setiap akad adalah keridaan. Cara kedua dengan perbuatan
atau saling memberi, yaitu melakukan akad secara sama-sama, Yyaitu
perbuatan mengindikasi adanya saling ridha tanpa adanya pelafazan ijab
atau gabul. Cara ketiga melakukan akad dengan isyarat, isyarat terkadang
dari orang yang bisa bicara atau dari orang yang bisu. Cara keempat
dilakukan dengan tulisan atau utusan dapat digunakan sebagai cara untuk
menyampaikan maksud sebagai pengganti ucapan atau lisan. Perkataan
dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk, yang utama adalah
mengungkapkan tujuan.®®

Dalam praktiknya kelompok ternak Margo Lestari ini melakukan
perjanjian sewa lahan berupa tanah dengan pemilik tanah secara lisan.

Kelompok ternak margo lestari menyewa tanah kepada pemilik tanah

87 Moh. Mufid, Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Jakarta: Kencana.
2021), him. 111

8 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah, him. 93,

8 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, him. 58.
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dengan luas yang berbeda-beda setiap sewa tanahnya, rata-rata kelompok

ternak margo lestari ini menyewa tanah seluas 115 m? (seratus lima belas

meter persegi) dan rata-rata luas tanah keseluruhannya sekitar 600 m?

(enam ratus meter persegi) untuk digunakan dalam kegiatan usahanya,

berupa ternak ayam pedaging. Dari luas lahan yang digunakan untuk

mendirikan kandang, setiap kandangnya rata-rata berkapasitas 2000 ekor
ayam. Pembuatan akad disini menentukan kesepakatan mengenai waktu,
harga dan sistem pembayaran. Transaksi sewa menyewa kelompok ternak
dengan pemilik tanah menggunakan akad mu’athah yaitu perbuatan
mengindikasi adanya saling rela tanpa adanya pelafazan ijab dan kabul.

Adapun syarat sah dari ijab dan kabul, diantaranya:

a. Adanya kejelasan maksud dan tujuan dari kedua belah pihak. Artinya
antara ijab dan kabul yang dilakukan harus menyatakan maksud dan
tujuan kedua belah pihak dalam transaksi. Pemilik lahan memberikan
jasa penggunaan lahan kepada kelompok ternak untuk digunakan
usaha.

b. Adanya kesesuaian pada ijab dan kabul dalam objek transaksi ataupun
harga. Artinya, keduanya kompatible dalam hal kesepakatan, tujuan
dan objek transaksi. Jika hal itu tidak dilakukan maka akad tersebut
dinyatakan batal demi hukum. Dalam praktiknya sudah sesuai, bisa
dilihat pada kesepakatan antara kelompok ternak margo lestari
menyewa tanah kepada pemilik tanah dengan luas yang berbeda-beda

setiap sewa tanahnya, rata-rata kelompok ternak margo lestari ini
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menyewa tanah seluas 115 m? (seratus lima belas meter persegi) dan
rata-rata luas tanah keseluruhannya sekitar 600 m? (enam ratus meter
persegi) untuk digunakan dalam kegiatan usahanya, berupa ternak
ayam pedaging .

Adanya suatu pertemuan antara ijab dan kabul berurutan dan
bersambung. ljab kabul dilakukan dalam satu majlis. Bertemu
langsung secara fisik bukan dimaksudkan dalam satu majelis, tetapi
kedua belah pihak dapat saling menyadari maksud dan tujuannya, baik
untuk membuat kesepakatan atau menolaknya. Dalam hal ini tentu
keduanya sudah melakukan perjajian sewa lahan berupa tanah secara
lisan yang dilakukan pada saat itu juga.

Satu majelis akad bisa diartikan sebagai suatu perkataan yang dapat
disepakati oleh dua belah pihak atau sebagai suatu pembahasan
bersama dalam objek transaksi. Dengan demikian diperlukan
persetujuan dua belah pihak, tidak menunjukan suatu penolakan atau
pembatalan oleh salah satu pihak.”® Kesepakatan lisan tentang sewa
menyewa tanah seluas 115 m? (seratus lima belas meter persegi) dan
rata-rata luas tanah keseluruhannya sekitar 600 m? (enam ratus meter
persegi) untuk digunakan dalam kegiatan usahanya, berupa ternak

ayam pedaging, dilakukan secara langsung pada saat itu juga.

% Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, him. 59.
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3. Manfaat atau objek akad 7jarah

Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat yang
harus dipenuhi dengan adanya manfaat atau objek akad 7jarah antara lain:
a. Objek akad 7jarah merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti

rumah, kendaraan, mesin elektronik dan alat-alat perkantoran.®*

b. Objek sewa bisa diserah terimakan; artinya barang sewaan tersebut
adalah sah mu jir (orang yang menyewakan) dan jika musta jir (orang
yang menyewa) meminta barang itu sewaktu-waktu mu jir dapat
menyerahkan pada waktu tertentu.

C. Mempunyai nilai manfaat menurut syara’; manfaat yang menjadi objek
ijarah diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu
manfaat ada ditangan penyewa.%?

Objek akad dalam perjanjian akad zjarah antara mu jir (orang yang
menyewakan) dan jika musta jir (orang yang menyewa) berupa tanah
seluas 115 m? (seratus lima belas meter persegi) dan rata-rata luas tanah
keseluruhannya sekitar 600 m? (enam ratus meter persegi) untuk
digunakan dalam kegiatan usahan musta ’jir, berupa ternak ayam pedaging.
Maka dapat dipastikan bahwa syarat yang harus dipenuhi dengan adanya
manfaat atau objek akad ijarah telah terpenuhi baik dilihat dari segi

objeknya maupun manfaat dari objek tersebut.

91 Abdul Rahman Ghazali, et.al, Figh Muamalat, him. 278.
92 Masduqi, Fikih Muamalah Fkonomi hlm. 233-235.
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4. Upah (ujrah)

Upah atau imbalan adalah pembayaran atas jasa atau kemanfaatan
yang diberikan. Upah sebaiknya dibuat kesepakatan baik besarannya,
waktu dan cara pembagiannya. Upah atau imbalan sebaiknya berupa harta
yang memiliki nilai yang jelas dan harga haruslah jelas kadarnya.®® Dalam
ekonomi Islam prinsip pengupahan terbagi menjadi 2 yaitu adil dan layak.
Makna adil disini yaitu jelas, transparan dan proporsional. Sedangkan
makna layak adalah cukup pangan, sandang dan papan serta layak yang
sebenarnya.®

Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an Surat at-Thalaqg ayat 6

S A 180 i 0

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah

mereka.®

Syarat untuk upah atau imbalan menurut kesepakatan ulama adalah
imbalan tersebut harus berupa barang atau benda yang bernilai.
Hendaknya status upah juga diketahui, karena merupakan pengganti atau
alat tukar dalam transaksi, sehingga untuk kebaikan harus diketahui seperti
harga dalam jual beli.®® Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa 7jarah
tidak sah apabila tidak disebutkan upahnya dan upah atau imbalannya

harus jelas.®” Ulama Hanafiyah menambahkan syarat terhadap upah, yaitu

upah atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat atau objek dari akad

% Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, him. 82.

% Tiana, Selvi dan Ngatiyar, “Status Ujrah (Upah) pada Akad Ijarah: Studi Upah
Fotografer Pre Wedding”, An-Nawaai: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 2, no. 2, 2022,
him. 97-106.

% Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, him. 560.

% Syaikh Shalih, Fikih Muyassar, terj. 1zzudin Karimi (Jakarta: Darul Hag, 2019), him.
389.

% Imam Nawawi, 4/ Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, terj. Ahmad, et.al, XIX: 652.
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ijarah. Contohnya sewa traktor dibayar sewa traktor yang lain. Ulama
Hanafiyah melarangnya karena ditakutkan terdapat riba Fad/ (kelebihan
disatu pihak). Namun ulama syafi’iyah membolehkan 7jarah model seperti
itu.%

Menurut madzhab Hanbali upah atau biaya sewa dapat dimiliki
dengan empat perkara yaitu, setelah mendapatkan manfaat sewa secara
sempurna, upah sewa diserahkan setelah selesai kerja, mesyaratkan
pembayaran sewa di muka, namun jika zjarah bersifat jasa maka tidak bisa
diisyaratkan, dan dipastikan untuk mendapat manfaat jasa sekalipun belum
mulai kerja.*®

Jumhur ulama sepakat bahwa wjrah harus diketahui oleh kedua
belah pihak yang melakukan akad. Akad 7jarah digiyaskan dengan konsep
jual beli, oleh karena itu apabila dalam hal jual beli antara harga dan
barang tidak boleh ada unsur garar atau ketidakjelasan. Oleh karena itu,
dalam akad 7jarah antara upah dan manfaat juga sama tidak boleh terdapat
unsur garar atau ketidakjelasan. Manfaat dalam akad ijarah disamakan
dengan barang dalam akad jual beli sedangkan wujrah disamakan dengan
harga. Untuk menghindari unsur garar tersebut maka sebaiknya wjrah dan
manfaat yang akan didapat harus diketahui oleh pelaku akad.'®

Praktik sewa lahan ternak oleh kelompok ternak margo lestari

dengan pemilik lahan, dalam menentukan upah keduanya telah sepakat.

% Qamarul Huda, Figh Muamalah, him. 81.
% Abdurrahman al-Jazuri, Fikih Empat Madzhab, terj. Arif Munandar, 1V: 162.
100 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah, him. 23.
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Dengan ketentuan untuk harga sewa, kelompok ternak margo lestari ini
memberikan harga sewa dalam bentuk hak kepemilikan kotoran ayam.
Kotoran ayam yang dihasilkan dalam setiap kali panen dari 2000 ekor
ayam rata-rata 100 karung perkandang.’®® Jadi kotoran ayamnya
diserahkan sepenuhnya kepada pemilik tanah untuk dijadikan pupuk atau
dijual kembali. Ditinjau dari teori-teori yang sudah penulis jelaskan,
bahwa dalam hal pengupahan ini terdapat unsur garar dan tidak
terpenuhinya syarat sah dari wjrah, hal itu dapat dilihat pada ketidakjelasan
jumlah upah dan bentuk upah itu sendiri sesuatu yang sifatnya najis.

Selain itu Fatwa Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/1X/2017
menegaskan bahwa syarat upah harus sesuatu yang boleh dimanfaatkan
menurut syariah (mutagawwam) dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Kuantitas dan/atau kualitas wujrah harus jelas dan diketahui oleh
para pihak yang melakukan akad. Fatwa DSN juga menegaskan bahwa
ujrah boleh dibayar secara tunai, angsur dan tangguh berdasarkan
kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang
atas manfaat yang belum diterima oleh musta’jir sesuai kesepakatan.'?
Hemat penulis berdasarkan syarat yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI
tersebut, dalam praktik sewa ini yang perlu menjadi perhatian khusus itu
upah yang berbentuk sesuatu yang dapat dimanfaatkan, namun tidak

melanggar aturan syariah dan harus jelas kadar upah yang diberikan

101 Hasil Wawancara Dengan Bapak Zaka Selaku Pemilik Lahan Pada 11 November 2023
102 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/I1X/2017, him. 6.
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kepada orang yang menyewakan barang sewa tersebut. Adapun dalam
praktik sewa lahan ternak oleh kelompok ternak margo lestari dengan
pemilik lahan, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa yang menjadi
upah atas sewa lahan tersebut merupakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan,
namun bersifat najis. Selain itu upah yang diberikan kepada pemilik lahan,
apabila didasarkan pada teori kejelasan kadar atau kuantitas upah, maka
upah yang diberikan itu tidak memiliki kadar atau kuantitas yang pasti
(garar), sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Seharusnya upah
pada transaksi sewa menyewa ini sesuai dengan haknya masing-masing
atau berlaku secara adil. Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nahl (16):

90:

Al Ry SLeadl o i A 0 sty iy

P

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran.0®

Dalam hal ini untuk menghindarkan garar®* dalam akad yang
jelas dilarang dan jika akad terjadi maka menjadi batal. Maka dalam hal
ini akad tidak sah karena sebagian ada yang sedikit dan ada yang benyak.
Begitu juga dalam pemberian upah berupa kotoran ayam pada perjanjian

sewa lahan ternak di Desa Kedarpan oleh kelompok ternak margo lestari

198 Tim Penerjemah al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya
(Bandung: Diponegoro, 2006), him. 221.

104 Garar merupakan segala sesuatu yang berbentuk ketidakpastian, penipuan atau
perilaku yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain. Erni Widya Ningrum, dkk., “Pemahaman
Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online”, Jurnal Sahmiyya, vol. 2 no. 2, 2023, him.
473.
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dengan pemilik lahan. Dimana upah tersebut didasarkan pada kotoran
ayam pada satuan perkandang/perlahan setiap kali panen, dimana
berdasarkan hasil wawancara bahwa kadar pendapatan upah setiap
panennya berbeda-beda dengan dengan rata-rata mendapat 100 karung
setiap kali panen, walaupun bedanya tidak terlalu jauh, namun hal itu tetap
sifatnya spekulatif. Sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam
konteks hukum Islam, praktik sewa menyewa yang mengandung garar
dapat dianggap tidak sah. Hal ini karena garar dapat menyebabkan
ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam transaksi, yang bertentangan
dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Penjelasan rukun dan syarat Jjjarah diatas menunjukan bahwa
terpenuhinya rukun dalam transaksi sewa menyewa antara kelompok ternak
margo lestari dengan pemilik lahan di Desa Kedarpan. Dapat dilihat dari
dengan adanya orang yang melakukan akad yaitu kelompok ternak margo
lestari dengan pemilik lahan, ijab kabul, manfaat lahan berupa tanah untuk
usaha ternak ayam, upah berupa kotoran ayam. Namun ada syarat yang
mereka tidak penuhi, yaitu dari keabsahan upah yang mereka sepakati.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan syarat lain dari upah
yaitu upah harus sesuatu yang suci, upah harus sesuatu yang bermanfaat, upah
harus diserahkan dan upah dapat diketahui oleh kedua belah pihak.'% Syarat
yang pertama upah harus suci, dalam praktik yang disepakati oleh kelompok

ternak margo lestari dengan pemilik lahan mengenai upah yaitu berupa

409.

105 Wahbah az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V:
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kotoran ayam yang jelas dalam Islam termasuk kedalam najis sedang. Syarat
yang kedua upah harus sesuatu yang bermanfaat, dalam praktik yang
disepakati oleh kelompok ternak Margo Lestari dengan pemilik lahan
mengenai upah dalam bentuk kotoran ayam. Walaupun kotoran ayam sifatnya
najis, namun dalam segi kemanfaatan kotoran ayam dapat digunakan untuk
diperjualbelikan atau dijadikan pupuk pertanian. Syarat yang ketiga adalah
upah dapat diserahkan, dalam praktik yang disepakati oleh kelompok ternak
margo lestari dengan pemilik lahan upah berupa kotoran ayam dapat
diserahkan setiap kali panen dari 2000 ekor ayam, dengan rata-rata kotoranya
100 karung/perkandang oleh kelompok ternak kepada pemilik lahan. Syarat
yang terakhir adalah upah diketahui oleh kedua belah pihak, dalam praktik
yang terjadi antara kelompok ternak margo lestari dengan pemilik lahan, upah
diberikan berdasarkan kesepakatan berupa kotoran ayam, namun dalam hal ini
satuan harga atau upahnya masih belum jelas. Hal itu karena setiap kali panen
hasil dari kotoran ayam itu berbeda-beda jumlahnya. Praktik pengupahan yang
terjadi antara kelompok ternak margo lestari dengan pemilik lahan tidak
memenuhi beberapa syarat tersebut oleh karena itu upah tersebut tidak sah dan
batal demi hukum. Selain berdampak pada keabsahan akad, hal itu jugs dapat
mendatangkan kemudaratan.

Keabsahan upah berupa kotoran ayam pada perjanjian sewa lahan
ternak di Desa Kedarpan oleh kelompok ternak margo lestari dengan pemilik
lahan dapat digiyaskan dengan pemanfaatan pupuk kandang. Dimana pupuk

kandang tersebut berasal dari binatang yang boleh dimakan dagingnya, seperti
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ayam, kambing, sapi dan unta. Maka hukumnya menurut Hanafiyah dan
Syafi‘yah tidak boleh diperjualbelikan, dengan alasan pupuk tersebut najis.

Menurut ulama Syafi‘iyah boleh menggunakan pupuk najis, tetapi
tidak boleh memperjual-belikannya. sebagaimana pendapat Imam Nawawi
dalam al-Majmu, bahwa dibolehkan memanfaatkan minyak najis, lemak dari
bangkai untuk penerangan lampu, dan untuk mengecat kapal. Dibolehkan juga
memakai minyak ini untuk dibuat sabun dan dipakainya, tetapi tidak untuk
diperjual-belikan. Dibolehkan juga memberikan madu yang terkena najis
untuk lebah, dan bangkai untuk makanan anjing dan burung pemburu dn
sejenisnya. Begitu juga dibolehkan memberikan makanan yang terkena najis
untuk binatang-binatang.%

Walaupun Syafi‘iyah melarang jual-beli barang najis, tetapi mereka
membolehkan untuk memberikannya kepada orang lain dengan mengambil
upah, mereka menyebutnya dengan isqat al-haqg. Ibnu Qudamah di dalam al-
Mughni juga menegaskan bahwa tidak boleh jual beli pupuk yang najis. Ini
adalah pendapat Malik dan Syafi‘iyah juga. Mereka beralasan bahwa pupuk
tersebut adalah sesuatu yang najis, seperti bangkai maka tidak boleh
diperjualbelikan. Tetapi boleh dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain
dengan ganti menggunakan akad pengguguran kepemilikan.'” Hemat penulis

berdasarkan pendapat tersebut bahwa praktik sewa menyewa dengan upah

106 Muhyi al-Din al-Nawawi. Al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab terj. Muhammad Najib Al-
Muthi, Vol. Il (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), him. 448.

197 Ibnu Qudamah, Al-Mughni Li ibn Qudamah. Vol. Il terj. M. Syafrudin dkk. (Jakarta:
Pustaka Azzam, t.t), him. 327.
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menggunakan kotoran ayam hukumnya tidak boleh. Sifat dari kotoran ayam
itu sendiri najis. Berbeda dengan pandangan Ulama Mazhab Hanafi.

Ulama Mazhab Hanafi membolehkan proses jual beli kotoran-kotoran
hewan tersebut, karena ada unsur manfaat di dalamnya. Adapun dasar

pengambilan hukum yang kami gunakan adalah:
) alag g xS olsd a5l Bikis e Dag
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Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang
dijualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). Maka mereka
memperbolehkan jualbeli barang-barang najis, seperti bulu babi dan
kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat
larangan memperjual-belikannya, seperti minuman keras, (daging)
babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan
jualbeli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk
dimakan. Dan parameternya menurut mereka (Ulama Hanafiyah)
adalah semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara.
Maka boleh menjual-belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu
memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.*%®

Hemat penulis berdasarkan pendapat tersebut bahwa praktik sewa

menyewa dengan upah menggunakan kotoran ayam diperbolehkan, karena
kotoran ini berasal dari sesuatu yang halal yaitu ayam, bukan anjing, babi atau
bangkai lainnya. Selain itu kotoran ayam juga jelas pemanfaatannya untuk
pupuk organik. Namun, tidak hanya itu dalam praktik ini juga kadar upah
berupa kotoran ayam tidak jelas jumlahnya ketika penetapan akad. Dengan

demikian upah dari akad tersebut batal demi hukum.

108 Wahbah az-Zuhaili, al-Figihu al-Islami Wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al Fikir),
109 Wahbah az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V:
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Menurut penulis setelah di tinjau dari perspektif hukum Islam terhadap
konsep ijarah dalam praktik sewa lahan ternak pada Kelompok Ternak Margo
Lestari batal demi hukum, sebab rukun dan syarat terjadinya akad Jjjarah
dalam hukum Islam sudah terpenuhi, akan tetapi ada syarat yang mereka tidak
penuhi, yaitu dari keabsahan upah dimana upah yang mereka gunakan tidak
jelas kadarnya, dalam konteks hukum Islam, praktik sewa menyewa yang
mengandung garar dapat dianggap tidak sah. Selain itu upah yang mereka
sepakati berupa kotoran ayam yang memiliki sifat najis. Sebagaimana yang
telah dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya bahwa syarat upah harus
sesuatu yang suci, dan upah dapat diketahui oleh kedua belah pihak.'
Perbedaan pendapat terkait keabsahan pengupahan menggunakan kotoran
ayam dapat di giyaskan dengan pendapatnya ulama Syafi‘iyah yang
membolehkan untuk menggunakan pupuk najis berupa kotoran ayam, tetapi
tidak boleh memperjual-belikannya. Sedangkan ulama Hanafiyah
membolehkan jual beli kotoran-kotoran hewan tersebut, karena ada unsur
manfaat di dalamnya. Selain itu karena kotoran ini berasal dari sesuatu yang
halal yaitu ayam, bukan anjing, babi atau bangkai lainnya. Selain itu kotoran
ayam juga jelas pemanfaatannya untuk pupuk organik. Dengan demikian bagi
umat Islam yang meyakini pendapat ulama Syafi‘iyah, maka pengupahan
dengan menggunakan kotoran ayam itu tidak diperbolehkan. Begitupula bagi
umat Islam yang meyakini pendapat ulama Hanafiyah, maka pengupahan

dengan menggunakan kotoran ayam itu diperbolehkan.

110 Wahbah az-Zuhaili, Fikih Islam, him. 4009.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Praktik Sewa Lahan Ternak Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa

Kedarpan, Purbalingga
Praktik sewa lahan kelompok ternak Margo Lestari dilakukan

hanya secara lisan dan tanpa adanya saksi, sebab menggunakan sistem
kepercayaan dan adanya hubungan kekeluargaan antara pihak penyewa
dengan pemilik lahan. Kelompok ini menyewa tanah kepada pemilik tanah
untuk digunakan dalam kegiatan usaha ternak ayam pedaging selama satu
sampai tiga tahun. Kelompok ternak Margo Lestari dan pemilik lahan
tidak menetapkan harga secara pasti, karena kelompok ternak dengan
pemilik tanah sepakat untuk menjadikan kotoran ayam sebagai upah dari
sewa tanah yang dibayarkan kali panen. Dengan demikian pada praktik
sewa menyewa yang dilakukan oleh kelompok ternak Margo Lestari
dengan pemilik tanah, upah yang dijanjikan tidak memiliki nilai harta
yang jelas, karena dalam bentuk sesuatu yang belum jelas nilainya yaitu
berupa kotoran ayam, apalagi kotoran ayam termasuk dalam barang najis.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Ternak Pada
Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga

Dalam praktik sewa lahan ternak pada kelompok ternak Margo

Lestari, ditinjau dari hukum Islam di dalam Jjjarah bahwa upah yang

mereka gunakan berupaya kotoran ayam. Pendapat mengenai upah berupa
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kotoran ayam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili
dalam kitabnya bahwa syarat upah harus sesuatu yang suci. Perbedaan
pendapat terkait keabsahan pengupahan menggunakan kotoran ayam dapat
digiyaskan dengan pendapatnya ulama Syafiiyah yang membolehkan
untuk menggunakan pupuk najis berupa kotoran ayam, tetapi tidak boleh
memperrjual belikannya. Sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan jual
beli kotoran hewan tersebut, karena ada unsur manfaat di dalamnya.
Selain itu karena kotoran ini berasal dari sesuatu yang halal. Kotoran ayam
memiliki manfaat yang jelas, untuk pupuk organik. Dengan demikian bagi
umat Islam yang meyakini pendapat ulama Syafi‘iyah, maka pengupahan
dengan menggunakan kotoran ayam itu tidak diperbolehkan. Begitupula
bagi umat Islam yang meyakini pendapat ulama Hanafiyah, maka
pengupahan dengan menggunakan kotoran ayam itu diperbolehkan. Selain
itu bahwa pengupahan dalam praktik sewa menyewa ini kadar upah berupa
kotoran ayam tidak jelas jumlahnya ketika penetapan akad, dimana
pendapatan upah setiap panennya berbeda-beda. Dengan rata-rata
mendapat 100 karung setiap kali panen, walaupun bedanya tidak terlalu
jauh, namun hal itu tetap sifatnya spekulatif atau garar. Dalam konteks
hukum Islam, praktik sewa menyewa yang mengandung garar dapat
dianggap tidak sah. Dengan demikian upah dari praktik sewa lahan ternak
pada kelompok ternak Margo Lestari batal demi hukum, sebab tidak

memenuhi syarat pengupahan secara sempurna.
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B. Saran
Dari kesimpulan yang telah disebutkan, penulis memberikan saran
sebagai berikut:

1. Untuk pemilik lahan yang melakukan akad dengan kelompok ternak
sebaiknya menerapkan pembayaran upah yang jelas, bukan hanya
wujudnya juga sifatnya. Sistem pembayaran, waktu dan besaran upah yang
harus dibayar sebaiknya disepakati pada awal akad dan dipertimbangkan
kembali.

2. Untuk kelompok ternak sebaiknya membuat sistem pengupahan yang
setara dengan nilai sewa yang diperjanjikan. Dalam Islam bukan hanya
sekadar transaksi ekonomi saja, namun perlu memperhatikan ketentuan

hukum yang ada.
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Lampiran-lampiran

A. Lampiran Wawancara

Nama : Tono
Umur : 37 Tahun
Alamat : Desa Kedarpan, Purbalingga
Keterangan : Ketua Kelompok Ternak Mergo Lestari
p | Siapakah nama lengkap saudara?
1
R Tono
P Sebagai apa saudara ini?
2 R Ketua Kelompok Ternak Mergo Lestari
p Apakah saudara memiliki ternak?
3 R Ya, saya memiliki ternak
p Bagaimana cara saudara berternak dengan sistem sewa lahan?
Ya, saya sebagai ketua kelompok ternak margo lestari menyewa
tanah kepada pemilik tanah dengan luas yang berbeda-beda setiap
4 sewa tanahnya, rata-rata kelompok ternak margo lestari ini menyewa
R | tanah seluas 115 m? dan rata-rata luas tanah keseluruhannya sekitar
600 m? untuk digunakan dalam kegiatan usahanya, berupa ternak
ayam pedaging. Dari luas lahan .yang digunakan untuk mendirikan
kandang, setiap kandangnya rata-rata berkapasitas 2000 ekor ayam
p Apakah saudara tergabung sebagai kelompok ternak?
> R | Ya. Kebetulan saya ketua dari kelompok ternak tersebut.
p Saudara merasa diuntungkan atau dirugikan?
6 R Saya rasa kerjasama ini menguntungkan bagi kelompok ternak
p | Apakah saudara mengetahui sistem sewa lahan ternak ?
Sewa menyewa ini dilakukan dalam waktu 1-3 tahun, karena
menurut mereka dalam waktu selama itu usaha ternak ayam ini
7 sudah mendapatkan keuntungan yang cukup. Karena dalam usaha
R | ternak ayam ini tidak hanya ayamnya yang diperhitungkan, akan
tetapi peternak ayam juga harus mempertimbangkan kebutuhan
untuk penunjang usahanya, seperti kandang ayam dan sarananya.
Dengan sistem pembayaran upah menggunakan kotoran ayam.




P Apakah saudara mengetahui status hukum sewa menyewa dengan
3 upah kotoran hewan?
Tidak Tahu
R
Nama : Anas
Umur : 30 Tahun
Alamat : Desa Kedarpan, Purbalingga
Keterangan  : Anggota Kelompok Ternak Mergo Lestari
p | Siapakah nama lengkap saudara?
1
R Anas
P Sebagai apa saudara ini?
2 R Bagian dari pengurus Kelompok Ternak Mergo Lestari
p Apakah saudara memiliki ternak?
3 R Ya, saya memilikinya tapi dengan status milik bersama.
p Bagaimana cara saudara berternak dengan sistem sewa lahan?
4 R Menyewa lahan atau tanah kepada masyarakat untuk dijadikan
lahan peternakan.
p Apakah saudara tergabung sebagai kelompok ternak?
> R Ya. Saya sebagai anggota dari Kelompok Ternak Mergo Lestari
p | Saudara merasa diuntungkan atau dirugikan?
6 R | Iva menguntungkan.
p Apakah saudara mengetahui sistem sewa lahan ternak ?
7 Sepengetahuan saya bahwa sistem sewa lahan ternak ini,
R | menggunakan kerja sama sewa menyewa dengan imbalan kotoran
ayam sebagai upahnya.
p Apakah saudara mengetahui status hukum sewa menyewa dengan
8 upah kotoran hewan?
R Tidak tahu




Nama : Putra Zaka
Umur : 35 Tahun
Alamat : Desa Kedarpan, Purbalingga
Keterangan : Pemilik Lahan
p Siapakah nama lengkap saudara?
1
R | Putra Zaka
p | Sebagai apa saudara ini?
2 —
R Pemilik lahan
p | Apakah saudara memiliki ternak?
3 -
R Tidak
P Bagaimana cara saudara menyewakan lahan kepada kelompok
ternak?
4 R Ya. Saya menyewakan lahan saya kepada kelompok ternak denga
jangka waktu tidak tentu, selama mereka masih menyanggupi.
p Apakah saudara tergabung sebagai kelompok ternak?
5 -
R Tidak
p | Saudara merasa diuntungkan atau dirugikan?
6 R Diuntungkan.
p Apakah saudara mengetahui sistem sewa lahan ternak ?
Ya saya tahu, bahwa kelompok ternak margo lestari dibolehkan
untuk memanfaatkannya kapanpun selama masih produktif yang
7 berdasarkan kesepakatan. Adapun untuk harga sewa dan sistem
R | pembayarannya, kelompok ternak margo lestari ini memberikan
harga sewa dalam bentuk hak kepemilikan kotoran ayam. Kotoran
ayam yang dihasilkan dalam setiap kali panen dari 2000 ekor ayam
rata-rata 100 karung perkandang.
p Apakah saudara mengetahui status hukum sewa menyewa dengan
upah kotoran hewan?
8 :
R Tidak




Nama : Puspita
Umur : 40 Tahun
Alamat : Desa Kedarpan, Purbalingga
Keterangan : Pemilik Lahan
p Siapakah nama lengkap saudara?
! R Puspita
p | Sebagai apa saudara ini?
2 —
R Pemilik lahan
p Apakah saudara memiliki ternak?
3 -
R Tidak
P Bagaimana cara saudara menyewakan lahan kepada kelompok
ternak?
4 R Ya. Saya menyewakan lahan saya kepada kelompok ternak dengan
jangka waktu selama 2 tahun
p Apakah saudara tergabung sebagai kelompok ternak?
5 -
R Tidak
p | Saudara merasa diuntungkan atau dirugikan?
6 R Diuntungkan.
p | Apakah saudara mengetahui sistem sewa lahan ternak ?
7 Ya saya tahu, bahwa lahan saya akan digunakan untuk mereka
R | ternak dan nantinya saya akan diberikan kotoran ayam sebagai
imbalannya.
P Apakah saudara mengetahui status hukum sewa menyewa dengan
upah kotoran hewan?
8 :
R Tidak




Nama : Faizal Hamdi
Umur : 30 Tahun
Alamat : Desa Kedarpan, Purbalingga
Keterangan : Anggota Kelompok Ternak Margo Lestari
p Siapakah nama lengkap saudara?
1 - -
R Faizal Hamdi
p Sebagai apa saudara ini?
2 R Anggota Kelompok
p Apakah saudara memiliki ternak?
3 R | Ya Tapi milik bersama
p Bagaimana cara saudara berternak dengan sistem sewa lahan?
4 R Dengan menyewa lahan masyarakat
p Apakah saudara tergabung sebagai kelompok ternak?
> R | Ya Tergabung
p Saudara merasa diuntungkan atau dirugikan?
6 R | Ya Diuntungkan
p Apakah saudara mengetahui sistem sewa lahan ternak ?
! R Sistemnya menggunakan akad kerjasama penyewaan lahan dengan
upah kotoran ayam setiap panen.
P Apakah saudara mengetahui status hukum sewa menyewa dengan
upah kotoran hewan?
8 :
R Tidak.
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